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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten
Rokan Hilir dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah dimaksudkan sebagai bahan
pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan
umum kepada masyarakat selama tahun 2023. Di samping itu, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan sebagai bahan
evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan

tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan
yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir akan senantiasa melakukan

penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Kinerja
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Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, merupakan hasil dari laporan kinerja
seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
Hilir. secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai
perencanaan kinerja sebagai target rencana kinerja dan realisasi/capaian

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

Dalam rangka memenuhi fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara
berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan bahan analisis untuk
mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna

perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini
dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja
atas pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir khususnya bidang

kesehatan.

Bagansiapiapi, 23 Februari 2024

KESEHATAN

KEPALA DIN/

Ners. AFRIDAH, S: Kep, SKM, M.Kes
Pembina TK.I /IV.b

Nip. 19740422 199703 2 002
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten
Rokan Hilir berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip
pada pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi pada
hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh
karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu di implementasikan
adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur
yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga
gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur,

dapat diujikan dan diandalkan.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2023 acuan teknis yang digunakan adalah Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2023 ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian
sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari Visi
dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir untuk
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan — kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.
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Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan \/

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 dengan capaian Kinerja sebesar
77.05%. dengan katagori Berhasil.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 pengukuran terhadap realisasi kinerja
dengan capaian indikator sasaran terdapat 12 Indikator didalam SPM
namun yang diukur 10 Indikator yaitu dicapai telah memenuhi kriteria
Sangat Berhasil sebesar 83,33% (10 Indikator), Kriteria Berhasil
Sebesar 8,3% (1 Indikator), Kriteria Kurang Berhasil Sebesar 8,3% (1
Indikator). Maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebesar 85,65% dengan katagori
Sangat Berhasil.

Berdasarkan SPM dan Renstra hasil pengukuran terhadap realisasi
kinerja dengan capaian indikator sasaran terdapat 12 Indikator didalam
SPM menurut Nasional dan 96 Indikator didalam renstra maka indikator
Dinas Kesehatan sebanyak 89 indikator, mayoritas kinerja yang dicapai
telah memenuhi kriteria 94,32% dengan katagori Sangat Berhasil
yaitu sebesar 71,91% (64 Indikator), Kriteria Berhasil Sebesar 14,60%
(13 Indikator), kriteria Cukup Berhasil Sebesar 4,4% (4 Indikator),
Kriteria Kurang Berhasil dan Sebesar 8,98% ( 8 Indikator).

Untuk kinerja keuangan pada tahun 2023, realisasi anggaran
Rp. 192,484,405,995 (94,32%) dari alokasi anggaran yang tersedianya
yaitu Rp. 204,081,111,074,-
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BAB 1 \

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 45
Tahun 2016 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hilir,
menyatakan bahwa Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bapati melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Kesehatan
sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja
dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta
menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati, paling lambat 2 (dua)

bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi /Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Kesehatan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai  wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pelaporan kinerja juga

dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian
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kinerja Dinas Kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK;jIP)
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada

tahun 2023 dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Rokan Hilir.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir adalah untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
Hilir serta diharapkan dapat merumuskan beberapa rekomendasi

dalam menetapkan kebijakan dan strategi di tahun mendatang.
1.3 Gambaran Umum Dinas Kesehatan
1.3.1. Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor
45 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Rokan Hilir, menyatakan bahwa Kedudukan Dinas Kesehatan
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
kesehatan yang dipimpin oleh kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Rokan Hilir

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan

Bupati Rokan Hilir No. 7 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas,

\

i
A




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

Fungsi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir,

sebagai berikut:

Tugas Pokok Dinas Kesehatan

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat,

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan

Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan UPT Dinas serta

menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah

kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dinas

Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi :

1.

Perumusan Kkebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah

terkait dengan bidang kesehatan.

Bidang Kesehatan Masyarakat.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan  perumusan dan pelaksanaan  kebijakan
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operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan \

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Untuk melaksanakan

tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olah raga;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olah raga;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, = kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga; dan

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah

raga.

2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa. Kepala bidang pencegahan dan penanggulangan
penyakit mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan Kkebijakan operasional di bidang

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
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penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa;

Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

mempunyai fungsi:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan
kesehatan tradisional;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan
kesehatan tradisional;

Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
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pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan
rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan \
kesehatan tradisional; dan
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan

tradisional.

4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan  perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT
serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk melaksanakan tugas

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan
rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan; dan

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia

kesehatan.

5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
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1.4 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

&

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Reviu Atas Laporan Kinerja.

1.5 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan adalah:

e Prevalensi Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) pada
Balita

e Persentase Penurunan Kematian Bayi
e Persentase Penurunan Kematian Ibu

e Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
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Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat

Persentase Keseluruhan Pencapaian Pelayanan SPM sesuai

Standar

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1.6 PERMASALAHAN BIDANG KESEHATAN

A.

Administrasi

1. Belum terintegrasinya pengelola SIK (Sistem Informasi
Kesehatan) dengan pengelola program dalam penentuan

capaian pelaporan SPM pertriwulan

2. Belum maksimalnya koordinasi dengan Bagian Tata

Pemerintahan dalam penginputan laporan SPM pertriwulan
3. Belum rutin dilakukannya evaluasi capaian SPM

4. Belum sinergisnya RPJMD dengan RENSTRA Dinas

Kesehatan
Teknis

Keterlambatan dan Kelengkapan data dari puskesmas, tidak
ketepatan waktu pelaporan dan analisis data cakupan yang

rendah

Perhitungan kebutuhan sesuai SPM untuk variabel dan

komponen banyak yang sulit terpenuhi

Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua standar
pelayanan minimal dapat terpenuhi, Berdasarkan Permendagri
No. 84 Tahun 2022 bahwa anggaran bidang kesehatan 10%

diluar gaji
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4. Kurangnya kesadaran dan kemauan untuk melakukan
pemeriksaan ke faskes, terutama melakukan skrining HIV, dan

ditemukan Pasien TB yang putus obat

5. Data warga negara yang berhak menerima pelayanan masih
menggunakan data sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian

Kesehatan (SUPAS)

6. Minimnya penyediaan barang/jasa misalnya alat-alat skrining

dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat-obatan

7. Masih minimnya pengetahuan Puskesmas tentang kebutuhan

SPM sehingga tidak semua kebutuhan SPM terpenuhi

8. Kolaborasi Rumah Sakit dan Puskesmas PONED dan PONEK

belum maksimal

9. Sumber Daya Manusia yang masih kurang dan pengelola

program yang sering berganti-ganti

1.7 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan
sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju
perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir,

aspek - aspek tersebut antara lain:
1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir per
Desember Tahun 2023 termasuk Puskesmas sebanyak 1,113 orang,
orang terdiri dari 42 orang pejabat struktural dan 1,083 orang pejabat
fungsional. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:
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Tabel 1.6.1.

Komposisi Pegawai Negeri berdasarkan pangkat dan golongan \
NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH %
1 | Pembina Utama Muda IV/c 1 0.2
2 | Pembina Tk. 1 IV/b 8 0.7
3 | Pembina IV/a 36 3.2
4 | Penata Tkl I1/d 117 10.1
5 | Penata II/c 161 13.8
6 | Penata Muda Tk. I [1I/b 157 14.0
7 | Penata Muda I1/a 149 13.1
8 | Pengatur Tk.I II/d 156 13.9
9 | Pengatur II/c 72 6.5
10 | Pengatur Muda Tk.I I1/b 10 1.1
11 | Pengatur Muda II/a 6 0.5
12 | Juru I/d 1 0.1
13 | PPPK VII 68 8.6
14 | PPPK VIII 74 9.6
15 | PPPK IX 56 8.9
16 | PPPK X 46 4.8
17 | PPPK XI 7 0.8

Jumlah 1125 100.0
Tabel 1.6.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah %

S2

a. S2 Kesehatan 14 1.24

b. S2 Non Kesehatan 3 0.26

Profesi

a. Dokter Spesialis 1 0.09

b. Dokter Umum 88 7.77

c. Dokter Gigi 19 1.68

d. Ners 133 11.7

e. Apoteker 15 1.3

S1

a. Keperawatan 5 0.4

b. Farmasi 1 0.1

c. Gizi 13 1.1

d. Kesehatan Masyarakat 78 6.9

e. Fisiotepari 7 0.6
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f. Kesling 4 0.4
g. Psikologi 0 0.0
h. Non Kesehatan 7 0.6
D4
a. Kebidanan 160 14.6
b. Fisioterapi 5 0.4
D3
a. Kebidanan 251 22.2
a. Keperawatan 182 16.3
b. Perawat Gigi 13 1.1
c. Kesling 2 0.2
d. Farmasi 29 2.6
e. Akafarma 8 0.7
f. Analisis Kesehatan 16 1.4
g. Gizi 0.0
h. Rontgen 1 0.1
i. Perawat Mata 1 0.1
j. Fisioterapi 11 1.0
k. ADM Rumah Sakit 1 0.1
1. Akuntansi 1 0.1
D1
a. Bidanan 0 0
a. Nutrisionis 0 0
b. SPRG/Gigi 0 0
SMA
a. SAA 1 0.09
a. SMF 0 0.00
b. SPK 11 0.97
c. SPPH 5 0.44
d. GIZI 1 0.09
e. SMA/SMEA/SMK/STM 16 1.41
f. SMAK 1 0.09
SMP 2 0.18
SD SEDERAJAT 0 0
TOTAL 1125 98.32
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Tabel 1.6.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon
Eselon Jumlah %
II 1 0.09
III 5 0.44
1% 2 0.18
Staf Struktural 42 3.71
Staf Fungsional 1075 95.59
JUMLAH 1125 100.00
Tabel 1.6.4

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

1000
800
600

400

Laki Laki

Perempuan
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1. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan \

Tabel 2.1
Jumlah dan Jenis Sarana Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

NO FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UMUM JUMLAH
1 Rumah Sakit Umum Pemerintah 1
2 Rumah Sakit Swasta 4
3 Puskesmas Pembantu 92
4 Puskesmas Keliling 6
5 Praktek Dokter Spesialis 3
6 Praktek Dokter Umum 46
7 Praktek Dokter Gigi 11
8 Klinik 27
9 Puskesmas Rawat Inap 10
10 Puskesmas Non Rawat Inap 10
11 Posyandu 570
12 Polindes / Poskesdes 127
13 Posbindu 142
14 Desa Siaga 187

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

Dari table 2.1 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di
Kabupaten Rokan Hilir cukup banyak dan tapi kurang merata diseluruh
kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Polindes/Poskesdes.
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2. Aspek Pembiayaan Kesehatan
Tabel 3.1 \

Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2022 - 2023

. Anggaran pada tahun ke -
Uraian
2022 2023
1 2 3
Belanja Daerah
Belanja Operasi 207,556,290,457 196,666,096,531
Belanja Pegawai 88,638,045,730 91,405,794,724
Belanja Barang dan Jasa 117,918,244,727 105,160,301,807
Belanja Hibah 1,000,000,000 100,000,000
Belanja Modal 18,289,492,278 7,415,014,543
Belanja Modal Peralatan 13,636,375,371 6,545,614,943
dan Mesin
Belanja Modal Gedung 4,484,116,907 769,399,600
dan Bangunan
_ Belanja Modal Jalan, 154,000,000 100,000,000
jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap 15,000,000 i
Lainnya

Sumber : Subbag Perencanaan Program Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hilir 2023

Dari tabel diatas menunjukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

terdapat Penurunan anggaran pada tahun 2023 sebesar 10%.
1.7 Permasalahan Utama (Issue Stategic)

Prioritas masalah kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun

2023 berdasarkan permasalahan yang ada sebagai berikut:
e Pencegahan dan penurunan Balita Stunting
¢ Penurunan Jumlah Kematian Bayi
e Penurunan Jumlah Kematian Ibu

¢ Imunisasi Lengkap
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e Jaminan Kesehatan Bagi masyarakat \

e Pelayanan SPM sesuai standar
¢ Indeks Kepuasan Masyarakat
1.8 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 melaporkan pencapaian kinerja
selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 diukur dan dinilai
berdasarkan Perjanjian Kinerja (Penja) 2023 sebagai tolak ukur
keberhasilan tahunan Dinas Kesehatan. Penja merupakan penjabaran
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2021-2026. Berlandaskan pada
Permen PAN dan RB No 53 tahun 2014, maka sistimatika penyajian
Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan

Kabupaten Rokan Hilir disusun sebagai berikut:

a. Bab I (Pendahuluan),
Pada bab [. menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,
maksud dan ujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan

b. Bab Il (Perencanaan Kinerja),
Pada bab II, menjelaskan tentang ikhtisar beberapa hal penting
dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

c. Bab Il (Akuntabilitas Kinerja),
Pada bab III, menjelaskan tentang pencapaian sasaran stategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir dengan pengungkapan dan
penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta dukungan anggaran
dalam pencapaian program/kegiatan. Membandingkan realisasi
kinerja serta pencapaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir dengan target Jangka Menengah yang
terdapat dalam Rensta Dinas Kesehatan 2021 - 2026;
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membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional, disertai dengan analisis penyebab keberhasilan atau \
kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan, dan analisis
atas efesiensi pengguna sumber daya. Selain itu juga dilakukan
analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

d. Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.

O !
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D/

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis
2.1.1 Visi

Visi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 telah dirumuskan
selaras dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan
jangka menengah daerah, potensi, permasalahan dan tantangan
pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir diarahkan dan difokuskan

untuk mendukung misi ke 3 (tiga) Bupati Rokan Hilir yaitu:

“Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas

kepada Masyarakat Rokan Hilir”

Tujuan RPJMD Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir adalah
Meningkatkan Standar Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada
Masyarakat. Dengan Sasaran RPJMD Meningkatnya Derajat Kesehatan
serta Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yang dicapai
pemerintah bidang kesehatan dalam 5 tahun ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan kasus Kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Mutu dan Layanan Kesehatan; dan

3. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kesehatan;
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2.1.2 Misi

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh

Organisasi dalam mewujudkan Visi.

Berdasakan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 - 2026 Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir masuk Misi ke 3 Bupati Rokan Hilir.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir terdiri
dari :
Misi 3 : Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang
Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir.
Sasaran Strategi :1. Meningkatkan Kualitas Penanganan kasus kesehatan
masyarakat
Indikator Kinerja :
1. Prevalensi Balita Stunting (pendek dan sangat
pendek) pada Balita (persen)
2. Persentase Penurunan Kematian Bayi
3. Persentase Penurunan Kematian Ibu
4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap
5. Cakupan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat
Sasaran Strategi :2. Meningkatnya Mutu dan Layanan Kesehatan
Indikator Kinerja :
1. Persentase keseluruhan Pencapaian Pelayanan
SPM sesuai Standar
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran Strategi  :3. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kesehatan
Indikator Kinerja :
1. Nilai Evaluasi SAKIP Instansi
Tujuan dan sasaran jangka menengah berserta indikator kinerja Dinas
Kesehatan terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang

terkait dengan kesehatan sebagai berikut ini
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Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Beserta Indikator Kinerja

TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN

KONDISI
KINERJA
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA AWAL Target
TAHUN Kinerja
2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026 Akhir
Periode
1 Meningkatnya 1.1  Meningkatnya kualias Prevalensi Balita Stunting Jumlah Balita sangat x 100% 21,77 18,4 16 14 14 14 14
Derajat Kesehatan penanganan kasus (pendek dan sangat Pendek Pada waktu
Masyarakat kesehatan masyarakat pendek) pada Balita tertentu
(persen) Jumlah Balita Pada Suatu
Wilayah dalam Kurun
Waktu Tertentu
Persentase Penurunan Jumlah Absolut Bayi Usia x 100% 14,29 15 16 17 18 19 19
Kematian Bayi 0-11 bulan yg Meninggal
pada tahun lalu
Jumlah Absolut Bayi Usia
0-11 bulan yg Meninggal
pada tahun sebelumnya
Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu x 100% 7.14 2 2 2 2 2 2
Kematian lbu Pada Tahun Sebelumnya
- Jumlah Kematian lbu
Tahun Berjalan
Jumlah Kematian Ibu
Tahun Sebelumnya
Persentase Imunisasi Jumlah bayi yang x 100% 83,03 83,3 83,5 84 84,5 85 85
Dasar Lengkap mendapatkan imunisasi
dasar lengkap dalam
kurun waktu 1 Tahun
Jumlah Seluruh bayi
selama waktu 1 Tahun
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Penyelenggraan
Daerah yang
Bersih, Transparan
dan Akuntabel

Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

oleh Inspektorat

Cakupan Jaminan Jumlah Kepesertaan X 100% ! 64,24 65,32 | 66,88 | 68,43 | 69,98 71,53 71,53
Kesehatan Bagi Jaminan Kesehatan
Masyarakat Nasional
Jumlah Penduduk
1.2 Meningkatnya Mutu dan Indeks Kepuasan Nilai IKM N/A 76,61 87 89 90 91 92
Layanan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Fasyankes
Pemerintah Terakreditasi
Puskesmas Terakreditasi x 100% 85 85 100 100 100 100 100
Jumlah Seluruh
Fasyankes
Pemerintah
1.3 | Meningkatnya Nilai SPM Kesehatan Persentase Total Pencapaian Jenis 67,46 75,27 | 77,53 | 79,85 | 82,25 | 84,72 87,26
Pemenuhan Indikator (Format Kementrian Layanan SPM
SPM Kesehatan)
Meningkatnya 2.1 Meningkatnya LHE AKIP OPD Hasil Evaluasi SAKIP BB BB BB BB BB BB BB




1 Meningkatnya kualitas
penanganan kasus
kesehatan masyarakat

2 Meningkatnya Mutu dan
Layanan Kesehatan

3 Meningkatnya Pemenuhan
Indikator SPM

4  Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

Prevalensi Balita Stunting (pendek
dan sangat pendek) pada Balita
(persen)

Persentase Penurunan Kematian
Bayi

Persentase Penurunan Kematian
Ibu

Persentase Imunisasi Dasar
Lengkap

Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi
Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Puskesmas Terakreditasi

Nilai SPM Kesehatan (Format
Kementrian Kesehatan)

Nilai AKIP OPD

16

16

83,5

66,88

77

100
77,53

BB
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Tabel 2.7
Program dan Anggaran Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

V4

No Program Anggaran (Rp)

Keterangan

1 | Program Penunjang Urusan 147,095,442,495
Pemerintah, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

APBD

2 | Program Pemenuhan Upaya 53,518,849,516
Kesehatan Kesehatan

Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat

APBD / APBN

3 Program Peningkatan Kapasitas 1,760,418,808
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

APBD / APBN

4 | Program Sediaan Farmasi, Alat 547,328,255
Kesehatan dan Makanan
Minuman

APBD / APBN

5 | Program Pemberdayaan 1,159,072,000
Masyarakat Bidang Kesehatan

APBD / APBN




03

AKUNTABILITAS KINERJA







Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) \

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 \/
BAB 3 \

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Kewajiban untuk menjawab dari Perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak - pihak yang

berwenang menerima pelaporan / pemberi amanah.

3.1 Pengukuran Kinerja

3.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja ditetapkan berdasarkan kegiatan program dan merupakan
bagian integral dari perencanaan strategis. Indikator kinerja terdiri dari

indikator input, output, outcome, benefits dan impact.

3.1.2 Sistem Pengumpulan Data

Laporan dikumpulkan oleh masing - masing penaggung jawab program melalui
pengisian format-format yang telah ditetapkan sesuai Pedoman Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014. Hasil
yang dilaporkan merupakan kegiatan selama satu tahun yang didanai baik

melalui APBD, APBD Provinsi dan APBN.
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3.1.3 Pengukuran Kinerja \/

Pengukuran Kinerja merupakan hasil perbandingan antara rencana kegiatan \
dengan hasil pencapaian kegiatan. Dalam memberikan penilaian tingkat kinerja

menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
4 85 sampai 100 Sangat Berhasil (SB)
3 70 sampai < 85 Berhasil (B)
2 55 sampai < 70 Cukup Berhasil (CB)
1 0 sampai < 55 Kurang Berhasil (KB)

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana

tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian = Realisasi x 100%

Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisai menunjukan semakin rendah pencapaian

rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian = Rencana - (Realisasi — Rencana) x 100%

Rencana

3.1.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan
capaian kinerja. Berikut hasil pengukuran pencapaian sasaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.
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\

a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 \/

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara PAN dan RB Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008, tanggal 26 November 2008,
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi
Pemerintah. IKU instansi Pemerintah harus selaras antara tingkatan unit organisasi
meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam

penetapan IKU adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran staregis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir termuat
dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai dengan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 yang mengatur petunjuk
teknis SPM Bidang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar

pada Standar Pelayanan.

Bidang Kesehatan dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor : 37 Tahun 2018
tanggal 9 Februari 2018. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga
Negara secara minimal. SPM ini berisi indikator sebagai tolok ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran

yang hendak dipenuhi dalam mencapai suatu SPM tertentu.
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Dari hasil evaluasi Berdasarkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, dari 9 Indikator Kinerja yang telah \
ditetapkan hanya sebanyak 9 Indikator yang diukur ada 5 indikator dengan
katagori Sangat Berhasil, 2 Indikator dengan katagori Berhasil. 2 Indikator
dengan katagori Kurang Berhasil, Maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 dengan katagori 72.06% (Berhasil)

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan tahun 2023

menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023
Kondisi 2023
NO Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Awal Ket
Tahun 2022 Target | Realisasi | Capaian (%)

Prevalensi Balita Stunting (pendek dan .
1 sangat pendek) pada Balita (persen) 147 = 147 L pepe
2 Persentase Penurunan Kematian Bayi 26 16 21 19.81 Kurang
Berhasil

3 | Persentase Penurunan Kematian Ibu 41.18 2 9 4.5 Kurang
Berhasil

4 | Persentase Imunisasi Dasar Lengkap 83.2 83.5 72.6 72.6 Sangat.
Berhasil

5 Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi 69.97 66.88 85 100 Sangat.
Masyarakat Berhasil

6 | Indeks Kepuasan Masyarakat 83.08 87 79.54 79.54 Sangat.
Berhasil

7 | Puskesmas Terakreditasi 86.35 100 100 100 Sangat
Berhasil

8 Nilai SPM Kesehatan (Format Kementrian 7527 7753 85.65 100 Sangat.
Kesehatan) Berhasil

9 | Nilai evaluasi SAKIP Instansi BB BB BB BB Berhasil

Total Capaian sebanyak 576

Capaian Realisasi IKU Tahun 2023 72,06% Berhasil
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1. Indikator \/

Prevalensi Balita Stunting (Pendek dan sangat Pendek)

Menurut World Health Organization (WHO), stunting adalah gangguan
perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang,
dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Apabila seorang anak memeliki tinggi
badan lebih dari -2 standar deviasi median pertumbuhan anak yang telah

ditetapkan oleh WHO, maka ia dikatakan stunting.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Masalah stunting di Rokan Hilir adalah ancaman serius yang memerlukan
penanganan yang tepat. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia
(SSGBI) pada tahun 2022, prevalensi Balita Stunting Rokan Hilir sebesar 14,7%
artinya, sekitar satu dari empat anak balita di Rokan Hilir mengalami stunting.
Angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan target 21.7%.
Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
(e- PPGBM) pada tahun 2023, prevalensi Balita Stunting Rokan Hilir sebesar 100%
artinya, sekitar satu dari delapan anak balita di Rokan Hilir mengalami stunting.
Rokan Hilir Angka stunting mengalami penurunan sebesar 15%. maka Kabupaten

Rokan Hilir dengan kategori Berhasil.

Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Stunting tahun 2022 dengan jumlah balita sunting 837
sebanyak 14,7, tahun 2021 sebanyak 29.7%, tahun 2020 dengan Jumlah Balita
Stunting sebanyak 789 Balita sebesar 5.23%, pada tahun 2019 dengan jumlah
Balita Stunting sebanyak 1474 Balita sebesar 5.88%
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Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra \

Realisasi tahun Pertama Renstra dibandingkan dengan rencana akhir Renstra
2023. Realisasi tahun 2022 sebesar 14,7%, sedangkan tahun 2023 dengan capaian
sebesar 100%, Maka apabila dibandingkan dengan capaian prevalensi balita
stunting Tahun 2023 dengan Renstra berarti masih mengalami penurunan sebesar

15% dengan Capaian Berhasil.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta solusi yang
dilakukan

Faktor Kegagalan adalah :
1. Kadar Gizi Buruk Sejak Masa Kehamilan
2. Kesehatan Lingkungan yang tidak mendukung
3. Kesadaran ibu dalam pemberian kolostrum dan ASI eksklusit
4. Kurangnya makanan pendamping ASI (MPASI)
5. Masalah Kebersihan Makanan dan Air
6. Pengetahuan Pola asuh dan Konsumsi Gizi oleh Ibu
7. Penyakit Infeksi oleh balita

8. Akses dan Ketersediaan Bahan Makanan serta Santitasi dan kesehatan

lingkungan

Solusi:

1. Meningkatkan Quality Improvment (QI) dan Superfisi fasilitatif dalam
Manajemen pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak guna meningkat kepatuhan

petugas dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar (SOP)
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2. Meningkatkan Kompetensi tenaga kesehatan untuk kegawat daruratan sesuai\/

dengan kewenangan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (Bidan \

Puskesmas- Rumah Sakit)

3. Optimalisasi pemanfaatan sistem rujukan (SIAGA-ON) dalam pelayanan rujukan

yang efektif

4. Meningkatkan upaya promotif dan preventif serta meningkatkan peran serta
masyarakat dalam kewaspadaan terhadap komplikasi & kegawat daruratan

Ibu/Anak

5. Meningkatkan koordinasi LP/LS dalam menangani kasus Gizi kurang/Gizi buruk

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang sasaran indikator kinerja Prevalensi Balita Stunting (Pendek dan

sangat Pendek) pada Balita) dialokasikan beberapa Program antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

3. Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2. Indikator

Persentase Penurunan Kematian Bayi

Kematian neonatal dapat diakibatkan oleh kelainan perinatal kehamilan berisiko
tinggi seperti asfiksia, kelahiran bayi dengan berat badan yang rendah, dan trauma
kelahiran. Derajat kesehatan neonatal itu sendiri juga sangat erat kaitannya dengan

kesehatan ibu selama kehamilan, pengatahuan ibu dan keluarga tentang
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pentingnya pemberian perawatan anternatal serta perawatan bayi baru lahir dan\/
ketersediaan fasilita kesehatan. \

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator kinerja Utama yang tertera dalam tabel diatas dapat dijabarkan
sebagai berikut: Jumlah Kematian Bayi Tahun 2023 sebanyak 27 Bayi sedangkan
pada tahun 2022 sebanyak 26 Bayi. Apabila dibandingkan antara tahun 2023
dengan tahun 2022 meningkat sebanyak 1 Bayi, Persentase Penurunan Kematian
Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebesar 19,81% dengan kategori kurang
berhasil

Diketahui:
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2023 sebanyak = 27 Bayi
Jumlah Kematian Bayi Tahun 2022 sebanyak = 26 Bayi

Target Persentase Penurunan Bayi sebesar = 16%

Cara Mencari Persentase Penurunan Bayi

umlah Kematian Bayi Tahun 2022 - Jumlah Kematian Bayi Tahun 2023 X100%

Target

26-27X100% = 1X100% = 16%
16 16

Maka Persentase Penurunan Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

sebesar 19,81% Kurang Berhasil.
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Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra

Berdasarkan realisasi tahun kedua Renstra dibandingkan dengan rencana akhir
Renstra 2023. Yaitu tahun 2022 menunjukan capaian kinerja 60% sedangkan
Persentase Penurunan Kematian Bayi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebesar

19,81% dengan capaian Kurang Berhasil.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta solusi yang
dilakukan

Faktor Keberhasilan dalam penurunan kematian bayi adalah :

1. Adanya Komitmen yang tinggi antara Dinas Kesehatan dengan para

pelaksana di jaringannya

2. Adanya tingkat kesadaran akan kesehatan terutama dengan Kesehatan dan

keselamatan bayi
3. Adanya upaya pemenuhan sarana dan prasarana
4. Adanya dukungan dana untuk menunjang pencegahan kematian Bayi
Faktor Penyebab Kematian bayi adalah :
1. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Prematuritas
2. Asfiksia / Infeksi Pernapasan
3. Gangguan Neonatal Lainnya
Solusi :

a. Mencegah terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan

meningkatkan kesehatan ibu hamil dan memberikan PMT pada ibu hamil KEK.

b. Meningkatkan pemberian ASI setelah bayi lahir sampai bayi usia 6 bulan (ASI

eksklusif) dan tidak memberikan makanan lain kecuali obat.
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\

c. Meningkatkan pemeriksaan neonatus dan bayi sesuai standar. \/

d. Meningkatkan cakupan pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi.

e. Mengembangkan pelayanan kesehatan pada bayi dengan metode Manajemen

Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).

f. Meningkatkan pemberian Inisiasi Menyusui Dini selama satu jam pada bayi baru

lahir.

g. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi dan

TP PKK dalam upaya pencegahan stunting.
h. Membudayakan gerakan CTPS untuk mencegah kematian karena diare.

i. Meningkatkan capaian desa ODF dan STBM di semua desa/kelurahan.

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang sasaran indikator kinerja (Persentase Penurunan Kematian Bayi)
dialokasikan beberapa Program antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

4. Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan
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3. Indikator \/

Persentase Penurunan Kematian Ibu \

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, Kementerian
Kesehatan menetapkan lima strategi operasional yang juga ditindaklanjuti oleh
Kabupaten Rokan Hilir yaitu penguatan Puskesmas dan jaringannya; penguatan
manajemen program dan sistem rujukannya; meningkatkan peran serta

masyarakat; kerjasama dan kemitraan; kegiatan akselerasi dan inovasi.

a. Menkes menambahkan terkait strategi keempat yaitu kegiatan akselerasi
dan inovasi tahun 2011, upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan

yaitu:

1. Kerjasama dengan sektor terkait dan pemerintah daerah telah
menindaklanjuti Inpres no. 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Inpres No. 3 tahun 2010 Tentang
Program Pembangunan Yang Berkeadilan melalui kegiatan sosialisasi,
fasilitasi dan advokasi terkait percepatan pencapaian MDGs. Akhir tahun
2011, diharapkan propinsi dan kabupaten/kota telah selesai menyusun
Rencana Aksi Daerah dalam percepatan pencapaian MDGs yaitu
mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, mengurangi tingkat
kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan
penyakit menular lainnya.

2. Pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), mulai tahun 2011, setiap
Puskesmas mendapat BOK, yang besarnya bervariasi dari Rp 75 juta sampai
250 juta per tahun. Dengan adanya BOK, pelayanan outreach di luar Gedung
terutama pelayanan KIA-KB dapat lebih mendekati masyarakat yang

membutuhkan.
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3. menetapkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berupa\/

indikator komposit (status kesehatan, perilaku, lingkungan dan akses \
pelayanan kesehatan) yang digunakan untuk menetapkan kabupaten/kota
yang mempunyai masalah kesehatan. Ada 130 kab/kota yang ditetapkan
sebagai DBK yang tahun ini akan didampingi dan difasilitasi Kementerian
Kesehatan.
4. penempatan tenaga strategis (dokter dan bidan) dan penyediaan fasilitas
kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK.
5. Akan diluncurkan 2 Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan standar
pelayan KB berkualitas, sebagaimana diamanatkan UU no 52 tahun 2009

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator kinerja Utama yang tertera dalam table diatas dapat dijabarkan
sebagai berikut: Persentase Penurunan Kematian Ibu yang ditargetkan Tahun 2023
sebesar 4.5% dengan jumlah kematian sebanyak 9 Ibu, Tahun 2022 sebesar 5%
dengan jumlah kematian sebanyak 11 Ibu pada Tahun 2021 sebanyak 18 Ibu
dengan Persentase Penurunan Kematian Ibu sebesar 7.14%. Apabila dibandingkan
dengan tahun lalu Rokan Hilir mengalami penurunan sebanyak 2 Ibu dengan
persentase penurunan kematian ibu sebesar 4.5% dengan katagori Kurang

Berhasil dari target sebesar 2%

Maka diperoleh perhitungan Persentase Penurunan Kematian Ibu sebagai berikut:
Target Persentase Penurunan Kematian Ibu : 2%

Kematian Ibu Tahun 2023 :9 Ibu

Kematian Ibu Tahun 2022 :11Ibu

35




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) \
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

Maka \/

Jumlah Kematian Ibu Tahun lalu X Target Tahun ini \
=11X2% =0.2

Kematian Ibu Tahun laliu - Kematian Tahun ini x 100 dibagi dengan Kematian

Tahun lalu - dengan penurunan kematian ibu

=11-9x100 =2X100 = 4%
(11-9) 2

Maka Persentase Penurunan Kematian Ibu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

sebesar 4% dengan katagori Cukup Berhasil.

Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja tahun 2023 menunjukan capaian kinerja 71,91%
dengan dengan jumlah kematian Ibu sebanyak 9 orang dibandingan antara
Realisasi Indikator Kinerja tahun 2022 menunjukan capaian kinerja 41,18%
dengan Jumlah kematian Ibu sebanyak 11 ibu, maka apabila dibandingan
Kabupaten Rokan Hilir mengalami Persentase Penurunan Kematian Ibu sebesar

4%, dengan katagori Cukup Berhasil.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra

Realisasi tahun Pertama Renstra dibandingkan dengan rencana akhir
Renstra 2023 menunjukan capaian kinerja 71,91% yang berarti capaian Cukup
Berhasil. Renstra 2022 Indikator Kinerja 41,18%. Apabila dibandingkan dengan

targer awal Rensta tahun 2022, maka Tahun 2023 Persentase Penurunan Kematian
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Berhasil.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta solusi yang
dilakukan

Faktor Kegagalan (kematian ibu) adalah :

1.

Masih Rendahnya Deteksi Dini Resiko tinggi (Resti) oleh masyarakat yang

mengakibatkan lambatnya pasien sampai di pusat rujukan
Akses jalan di daerah terpencil dan sangat terpencil masih belum memadai

Belum semua Puskesmas tersedia sarana yang memadai dan sesuai standar

untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak

Masih kurangnya tenaga dan SDM Kesehatan di Kasi Kesehatan Keluarga
dan Gizi di Dinas Kesehatan untuk menunjang kegiatan Pembinaan,

monitoring dan evaluasi Puskesmas

Faktor giografis yang sangat sulit berpengaruh untuk pelayanan kesehatan.

Solusi Persentase Penurunan Kematian Ibu dengan mengunakan konsep safe

motherhood memiliki enam pilar utama, yaitu:

1.

Keluarga Berencana - Memastikan bahwa baik individu maupun pasangan
memiliki akses terhadap informasi, dan layanan keluarga berencana untuk
merencanakan waktu, jumlah, dan jarak kehamilan.

Perawatan Antenatal - Menyediakan vitamin, imunisasi, dan memantau
faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan; serta
memastikan bahwa segala bentuk komplikasi dapat terdeteksi secara dini,
dan ditangani dengan baik.

Perawatan Persalinan - Memastikan bahwa tenaga kesehatan yang

terlibat dalam proses persalinan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan
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alat-alat kesehatan untuk mendukung persalinan yang aman; serta\/

menjamin ketersediaan perawatan darurat bagi perempuan yang \
membutuhkan, terkait kasus-kasus kehamilan berisiko dan komplikasi
kehamilan.

4, Perawatan Postnatal - Memastikan bahwa perawatan pasca-persalinan
diberikan kepada ibu dan bayi, seperti bantuan terkait cara menyusui,
layanan keluarga berencana, serta mengamati tanda-tanda bahaya yang
terlihat pada ibu dan anak.

5. Perawatan Post-aborsi - Mencegah terjadinya komplikasi, memastikan
bahwa komplikasi aborsi terdeteksi sejak dini dan ditangani dengan baik,
membahas tentang permasalahan kesehatan reproduksi lain yang dialami
oleh pasien, serta memberikan layanan keluarga berencana jika dibutuhkan.

6. Kontrol Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV dan AIDS - mendeteksi,
mencegah, dan mengendalikan penularan IMS, HIV dan AIDS kepada bayi;
menghitung risiko infeksi di masa yang akan datang; menyediakan fasilitas
konseling dan tes IMS, HIV dan AIDS untuk mendorong upaya pencegahan;
dan - jika memungkinkan - memperluas upaya kontrol pada kasus-kasus

transmisi IMS, HIV dan AIDS dari ibu ke bayinya.

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang sasaran indikator kinerja (persentase penurunan kematian ibu)

dialokasikan beberapa Program antara lain:

1. Program  Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
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4. Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan \/

4. Indikator

Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi adalah adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Imunisasi dasar lengkap adalah
imunisasi yang diberikan kepada bayi usia nol sampai sebelas bulan. Sedangkan
imunisasi rutin lengkap memiliki cakupan yang lebih luas, yakni imunisasi dasar
lengkap "Imunisasi dasar lengkap saja belum cukup memberikan perlindungan
terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, karena beberapa antigen
membutuhkan booster atau dosis lanjutan pada usia tertentu," katanya. Pemberian
vaksinasi lanjutan untuk anak usia 18 bulan, usia anak sekolah, hingga dewasa.
Program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan berbagai penyakit
dengan membangun sistem imun tubuh melalui pemberian vaksin. Untuk
mendapatkan hasil yang maksimal, setiap orang harus atau wajib untuk
mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap sendiri terdiri dari
1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 2 dosis DPT-Hepatitis B, 4 dosis polio, dan 1 dosis

campak.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator kinerja Utama yang ke empat yaitu Persentase Imunisasi
Dasar Lengkap. Pada Tahun 2023 Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Sebesar
72,6%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 83,2%. Apabila dibandingkan antara
tahun 2023 dengan tahun 2022 Kabupaten Rokan Hilir meningkat sebesar 10%.
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 sebesar

72.6% dengan katagori sangat berhasil
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Diketahui: \/

Jumlah Sasaran Bayi Tahun 2022 sebanyak = 14.266 Bayi
Jumlah Bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap sebanyak = 10.352 Bayi

Cara Mencari Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

umlah Bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap X100%
Jumlah Sasaran Bayi Tahun 2023

10.352 Bayi X 100% = 72,6%
14.266 Bayi

Maka Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023

sebesar 72.6% yaitu Berhasil

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra

Berdasarkan realisasi tahun Pertama Renstra dibandingkan dengan rencana akhir
Renstra 2023. Yaitu target awal tahun 2022 sebesar 83.20% sedangkan Persentase
Imunisasi Dasar Lengkap Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebesar 86.95%,

dengan katagori capaian Sangat Berhasil.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta solusi yang
dilakukan

Faktor Keberhasilan dalam Persentase Imunisasi Dasar Lengkap adalah :
5. pemberian ASI ekskKlusif (p=0,017)

6. Jenis kelamin,

7. status nutrisi,

8. cara lahir,

0. berat badan lahir,

10. pendidikan ibu,
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11.  pekerjaanibu, \/
12. danurutan kelahiran \

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang sasaran indikator kinerja (Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

dialokasikan beberapa Program antara lain:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan

5. Indikator

Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah Jaminan Perlindungan untuk pelayanan
kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup promosi, preventif serta
kuratif da rehabilitatif. Jaminan Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk
memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari

guncangan kesehatan

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator kinerja Utama yang ke lima yaitu Cakupan Jaminan
Kesehatan Bagi Masyarakat Tahun 2023 sebesar 100% dengan jumlah kepesertaan
sebanyak 556,134 Peserta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 69,97% dengan
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jumlah kepesertaan sebanyak 454.614 Peserta. Apabila dibandingkan antara tahun\/

2023 dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 101.502 Peserta sebesar \
10,6%. Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Tahun 2023 sebesar 85%

dengan katagori Sangat Berhasil
Diketahui:
Jumlah Penduduk menurut Data Kemendagri 2023 sebanyak = 658.407 Peserta

Jumlah Penduduk JKN sebanyak = 556.134 Peserta

Jumlah Penduduk JKN X 100%

Jumlah Penduduk menurut Data Kemendagri 2023

= 556.134X100% =85%
658.407

Maka Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Tahun 2023 Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2023 sebesar 100% Sangat Berhasil

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra

Berdasarkan realisasi tahun pertama Renstra dibandingkan dengan rencana akhir
Renstra 2023. Yaitu Tahun 2023 menunjukan capaian kinerja Cakupan Jaminan
Kesehatan Bagi Masyarakat sebesar 85%, Tahun 2022 sebesar 69.97%, Maka
Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

sebesar 85% dengan katagori Sangat Berhasil.

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang sasaran indikator kinerja Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi

Masyarakat dialokasikan pada Program:
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1. Program Pemenuhan  Upaya  Kesehatan Perorangan dan\/

Upaya Kesehatan Masyarakat

6. Indikator

Persentase Keseluruhan Pencapaian Pelayanan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) sesuai Standar

Berdasarkan Undang - Undang No. 23 TAHUN 2014, tentang Standar Pelayanan
Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara

secara minimal

6 Urusan Wajib Pemerintah terkait Pelayanan Dasar yaitu (Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukinan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat,

Sosial).
JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil : Capaian kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai
dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar di wilayah

kab./kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin : Capaian kinerja Pemerintah Daerah
Kab./Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari
cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah

kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir : Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru
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lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang\/

mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah

kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

4. Pelayanan Kesehatan Balita : Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59
bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita
sehat sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun

waktu satu tahun

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar : Capaian Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining
kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan
kesehatan pada wusia pendidikan dasar seuai standar di wilayah

kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif : Capaian Kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan
warga negara berusia 15-59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia
15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di

wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut : Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara
usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun
keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali

di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi : Capaian Kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai
standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita
hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di

wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
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9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus : Capaian Kinerja\/

10.

11.

12.

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan
sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM
yang mendapat pelayanan sesuai standar di wilayah kabupaten/kota

tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat : Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODG]
berat dinilai dengan jumlah ODG]J berat (psikotik) di wilayah
kabupaten/kota tersebut yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa

promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga TB : jumlah kasus AFP non

Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk

Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV : jumlah orang
dengan terinfeksi yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai

standar dalam kurun waktu satu tahun

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator kinerja Utama yang ke Enam yaitu Persentase keseluruhan

Pencapaian Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar, apabila dibandingkan antara

target dan realisasi Tahun 2023, yaitu target sebesar 77,53% dengan realisasi

sebesar 85,65%, Maka Persentase keseluruhan Pencapaian Pelayanan Minimal

(SPM) sesuai Standar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 melebihi dari target yang

telah ditetapkan, dengan katagori capaian Sangat Berhasil

Membandingkan realisasi kinerja tahun lalu dan realisasi kinerja tahun ini

Persentase keseluruhan Pencapaian Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar

Tahun 2023, yaitu sebesar 85,65%, apabila dibandingkan dengan tahun 2022,
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Persentase keseluruhan Pencapaian Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar yaitu\/

sebesar 83,08%, Maka Persentase keseluruhan Pencapaian Pelayanan Minimal
(SPM) sesuai Standar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 mengalami kenaikan

sebesar 2,62%, dengan katagori capaian Sangat Berhasil

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra

Berdasarkan realisasi tahun pertama Renstra dibandingkan dengan rencana akhir
Renstra 2023. Yaitu Tahun 2023 menunjukan capaian Persentase keseluruhan
Pencapaian Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar yaitu sebesar 85.65%,
sedangkan di Renstra dengan target sebesar 68%, Maka Persentase keseluruhan
Pencapaian Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2023 sebesar 110%, melebihi dari target yang telah ditetapkan, dengan katagori

capaian Sangat Berhasil

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang sasaran indikator kinerja Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi

Masyarakat dialokasikan pada Program:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat

7. Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
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penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan\/

kebutuhannya.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka
pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran
keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan
penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima

pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu
disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di
samping itu data [KM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan
yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu
alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan.
Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap
layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori
jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu)

sampat dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat).

Kegiatan penyusunan IKM dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat
kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan
publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan Pemerintah di wilayah.
Tujuannya untuk mendapatkan feedback secara berkala atas kinerja/kualitas
pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk
menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang

selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.
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Selain IKM, metode pengukuran kepuasan lain yang diperkenalkan saat ini adalah\/

metode Mystery Shopping. Metode ini adalah salah satu metode pengukuran
kualitas layanan dengan cara mengirimkan seseorang untuk menjadi
pelanggan/pengguna jasa, dimana orang tersebut telah mendapatkan pelatihan
yang sesuai dan menjalani skenario yang ditentukan. Hemat saya, apapun metode
yang dipakai, kepuasan pelayanan adalah salah satu tujuan yang harus dicapai
seluruh penyelenggara pelayanan. Hanya dengan begitu terbangun kepercayaan
kepada pemerintah dan pelayanan publik sebagai tugas utama pemerintah

terlaksana dengan baik.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator kinerja Utama yang ke Tujuh yaitu Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM), apabila dibandingkan antara target dan realisasi Tahun 2023,
yaitu target sebesar 87% dengan realisasi sebesar 79,54%, Maka Persentase
keseluruhan Pencapaian Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2023 91,43%, melebihi dari target yang telah ditetapkan,

dengan katagori capaian Sangat Berhasil

Membandingkan realisasi kinerja tahun lalu dan realisasi kinerja tahun ini

Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hilir adalah tahun kedua melaksanakan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi sebesar 91,43%, Tahun 2022,

yaitu dengan realisasi sebesar 86.53%, dengan katagori capaian Berhasil

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra

Berdasarkan realisasi tahun Pertama Renstra dibandingkan dengan rencana akhir

Renstra 2023. Yaitu Tahun 2023 menunjukan capaian Persentase keseluruhan
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Pencapaian Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar yaitu sebesar 83.65%\/

)

sedangkan di Renstra dengan target sebesar 77,53% Maka Persentase keseluruhan \
Pencapaian Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Standar Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan, dengan katagori capaian Sangat

Berhasil

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta solusi yang
dilakukan

Kendala Utama Kualitas Pelayanan

Rendahnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap implementasi
Standar Pelayanan Publik adalah kendala utama kualitas pelayanan di seluruh
instansi pemerintah kita. Rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan
mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh
perilaku aparatur misalnya ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu
layanan, pungutan liar, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi,
kesewenang-wenangan dan secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas

pelayanan publik.

Hal ini mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi, hambatan pertumbuhan investasi,
dan tentu saja berdampak kepada kepercayaan publik terhadap aparatur dan
pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik. Akibatnya
terjadi korupsi, inefeisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik menjadi
rendah. Karena itu dibutuhkan standar pelayanan sebagai instrumen yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

(baca pasal 20-21 undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009).

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
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Untuk menunjang sasaran indikator kinerja Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi

Masyarakat dialokasikan pada Program:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat

8. Indikator
Nilai Evaluasi SAKIP I

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Nilai Evaluasi SAKIP Instansi pada tahun 2022 dengan target indikator BB dengan

Realisasi capaian BB, maka capaian Kinerja 100% Sangat Berhasil.

Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Nilai Evaluasi SAKIP Instansi pada tahun 2023 dengan target BB dengan realisasi
BB, maka capaian kinerja 100%, tahun 2022 dengan target BB dengan realisasi BB,
maka capaian kinerja 100% Sangat Baik, tahun 2021 dengan target BB dengan
realisasi BB, maka capaian kinerja 100% Sangat Berhasil, pada Tahun 2020
dengan target indikator B dengan Realisasi capaian BB, maka capaian Kinerja
125% Sangat Berhasil . pada tahun 2019 nilai Evaluasi SAKIP Instansi pada tahun
2019 dengan target indikator B dengan Realisasi capaian BB, maka capaian Kinerja

125% Sangat Berhasil . Sedang Realisasi Capaian indikator kinerja Utama pada

50




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

tahun 2018 adalah target indikator C dengan Realisasi capaian B maka Capaianv
kinerja 133% Sangat Berhasil. \

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra

Realisasi tahun Kedua (Tahun 2023) Renstra dibandingkan dengan rencana akhir
Renstra 2023 dengan realisasi 100%, Kesimpulan indikator kinerja Sangat

Berhasil . dengan target akhir Renstra Sangat Berhasil.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta
solusi yang dilakukan

Faktor Keberhasilan adalah :

Kerja sama dan koordinasi lintas program. Lintas sector yang terjalin dengan baik

dan harmonis serta berkesinambungan

Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang sasaran indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Instansi ( Hasil
Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat) dialokasikan Program antara lain: Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Rokan Hilir

9, Puskesmas Terakreditasi

Puskesmas Terakreditasi

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
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Nilai Jumlah Fasyankes Pemerintah Terakreditasi pada tahun 2023 dengan \/

terget 100% dengan Realisasi Capaian Kinerja 100% Sangat Berhasil.

Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya

Nilai Jumlah Fasyankes Pemerintah Terakreditasi pada tahun 2023 dengan terget
100% dengan Realisasi Capaian Kinerja 100% Sangat Berhasil dan Pada tahun
2022 dengan target 100% dengan capaian Realisasi Capaian Kinerja sebesar 86,35

dengan capaian Berhasil.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra

Realisasi tahun Kedua (Tahun 2023) Renstra dibandingkan dengan rencana akhir
Renstra 2023 dengan realisasi 100%, Kesimpulan indikator kinerja Sangat

Berhasil . dengan target akhir Renstra Sangat Berhasil.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta
solusi yang dilakukan

Untuk menunjang keberhasilan sasaran indikator Nilai Puskesmas terakreditasi
yaitu Sebagai salah satu mekanismes regulasi dalam pelayanan kesehatan,
Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen
penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah
memenuhi standar akreditasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan
dan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia
kesehatan, masyarakat dan lingkungan, serta Puskesmas sebagai sebuah institusi,
serta meningkatkan kinerja Puskesmas dalam pelayanan kesehatan perseorangan
atau kesehatan masyarakat. Oleh karena itu maka penting untuk memahami
proses pelaksanaannya tidak hanya mengenai apa yang berhasil dan tidak berhasil,

tetapi juga memahami bagaimana dan mengapa implementasi berjalan dengan
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benar atau salah, dan menguji pendekatan-pendekatan untuk memperbaikinya\/

Kerangka Konsolidasi Riset Implementasi (CFIR) digunakan untuk memandu \
penilaian sistematis terhadap konteks implementasi pada multi level untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan

efektifitas sebuah intervensi. Jika digunakan untuk mengevaluasi tahap awal

pelaksaaan sebuah intervensi, hasil temuan dapat membantu menginformasikan

kepada para pemangku kepentingan mengenai area perbaikan intervensi dan
implementasinya. Program antara lain: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
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Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Untuk tahun 2023 hasil dari capaian pelaksanaan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan

No.43 Tahun 2016 ada 12 Indikator (dengan target nasional 100%).

HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 DAN 2023

ilir terhadap Permenkes

2022 2023
NO INDIKATOR KINERJA SASARAN el | S Realisasi | C2Pian
Target . Kinerja Ket Target 5 Kinerja Ket
(%) o (%) %
1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai 100 104.91 104.91 Sangat. 100 90,71 90,72 Sangat.
standar Berhasil Berhasil
) Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai 100 92.59 92.59 Sangat. 100 84,90 8491 Sangat.
standar Berhasil Berhasil
3 Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai 100 94.53 94.53 Sangat. 100 88 45 88 46 Sangat.
standar Berhasil Berhasil
4 | Cakupan pelayanan kesehatan balita 100 85.6 g5 | ~ansat 100 8734 | 8734 | >3nsat
Berhasil Berhasil
5 | Cakupan pelayanan penjaringan kesehatan pada | 4, 7255 | 7255 | Berhasil | 100 8796 | 8706 | >2nsat
anak usia pendidikan dasar Berhasil
Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (15-59) St
6 yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai 100 72.19 72.19 Berhasil 100 94,00 94,01 Berhg;zsil
standar
7 Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 100 82.74 82.74 Berhasil 100 84,07 84,08 Berhasil
8 Cakupan pelayanan kesehetan penderita hipertensi 100 74.53 74.53 Berhasil 100 92,70 92,71 E!S::hiiEI
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A

9 | Cakupan pelayanan keshatan penderita DM 100 94.1 94.1 sangat 100 9336 | 9337 | “anedt
Berhasil Berhasil

Cakupan Pelayanan kesehatan Orang dengan Sangat Sangat

10 Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 100 98.39 98.39 Berhasil 100 98,00 98,01 Berhasil
11 | Cakupan Pelayanan kesehatan pasien TB 100 80.45 80.45 | Berhasil 100 90,60 90,61 ;::hiit”
12 Cak-upan -Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko 100 44.38 44.38 Kurang 100 55,87 55 88 Kurang
Terinfeksi HIV Berhasil Berhasil

Menurut table diatas, Pada Tahun 2022 dari 12 Indikator SPM menurut Nasional dan 95 Indikator direnstra

maka indikator Dinas Kesehatan 12 , mayoritas kinerja yang dicapai telah memenubhi kriteria 83.08% (Berhasil).
yaitu sebesar 50% (6 Indikator) (Sangat Berhasil). 41.67% (5 Indikator) Berhasil, 8.33% (1 Indikator) Kurang
Berhasil .

Pada Tahun 2023 dari 12 Indikator SPM menurut Nasional dan 95 Indikator direnstra maka indikator Dinas
Kesehatan 12, mayoritas kinerja yang telah dicapai telah memenuhi kriteria 87,33% (Sangat Berhasil). Yaitu
sebesar 90% (10 Indikator) (Sangat Berhasil), 5% (1 Indikator) Berhasil, 5% (1 Indikator) Kurang Berhasil.
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Capaian realisasi kinerja ini tampak pada gambar dibawah ini: \

Tahun 2022 dan 2023

HSB mB mKB

10

1
50%
41.67%
33%
90%

5%
5%

2022

2023
2022
REALISASI 2023

CAPAIAN
Grafik realisasi kinerja berdasarkan SPM

3.2 Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah

Rp. 204,081,111,074,- dengan realisasi sebesar Rp. 192,484,405,995 ,- atau
sebesar 94.32%.
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Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Program Penunjang Urusan Pemerintah
1 Daerah Kabupaten/Rokan Hilir 147,095,442,495 144,746,441,647 98.40
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
2 | Perorangan dan Upaya Kesehatan 53,518,849,516 45,101,430,598 84.27
Masyarakat
3 Program Per.ungkatan Kapasitas Sumber 1,760,418,808 1,268,246,655 72.04
Daya Manusia Kesehatan
4 Program Sedlaap Farmasi, Alat Kesehatan 547,328,255 421,459,185 27.00
dan Makanan Minuman
5 P.rogram Pemberdayaaan Masyarakat 1,159,072,000 946,827,910 81.69
Bidang Kesehatan
Total 204,081,111,074 | 192,484,405,995 | °+32

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kesehatan,2023

3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Program

Tabel 3.3.1

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. ROHIL

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya kualitas penanganan Prevalensi Balita Stunting 16
kasus kesehatan masyarakat (pendek dan sangat pendek)
pada Balita (persen)
Persentase Penurunan Kematian 16
Bayi
Persentase Penurunan Kematian 2
Ibu
Persentase Imunisasi Dasar 83,5
Lengkap
Cakupan Jaminan Kesehatan 66,88
Bagi Masyarakat
2 | Meningkatnya Mutu dan Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat 87
Kesehatan
Puskesmas Terakreditasi 100
3 Meningkatnya Pemenuhan Indikator | Nilai SPM Kesehatan (Format 77,53
SPM Kementrian Kesehatan)
4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja LHE AKIP OPD BB
Perangkat Daerah
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A

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

1 Program Penunjang Urusan 147.095 442 495 08.40
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota A 144,746,441,647 ’
Program Pemenuhan Upaya

2 Kesehatan Perorangan dan Upaya 53,518,849,516 45,101,430,598 84.27
Kesehatan Kasyarakat
Program Peningkatan Kapasitas

3 Sumber Daya Manusia Kesehatan 1,760,418,808 1,268,246,655 72.04

4 | Program Sediaan Farmmasi, Alat 547,328,255 421,459,185 |  77.00
Kesehatan dan Makanan minuman

Y| FCEE B SR [ ESEEE 1,159,072,000 946,827,910 |  81.69
Bidang Kesehatan

Dilihat dari capaian Realisasi program Dinas Kesehatan pada tahun 2023 mengalami

kenaikan sebesar 0,06% disebabkan karena Anggaran yang direncanakan sudah mendekati

dengan target atau sasaran yang sudah ditetapkan.
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BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir atas penggunaan anggaran dan perwujudan serta
pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Startegis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 -
2026 serta sesuai dengan indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja
Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Penja)

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2023 sebesar 94,32% dengan katagori Sangat Berhasil

Capaian SPM dengan 12 Indikator menurut Nasional, 10 Indikator SPM
dikatagorikan Sangat Berhasil, 1 Indikator SPM dikatagorikan Berhasil, 1
Indikator SPM dengan Kategori Kurang Berhasil. Maka rata- rata Capaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2023 sebesar 83.65%, dengan katagori Sangat Berhasil.

56




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

Pembiayaan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2023.

bersumber dari Dana APBN dan APBD. Total Anggaran sebesar
Rp. 204,081,111,074- ( Dua ratus Empat Milyar Delapan Puluh Satu Juta Seratus

Sebelas Ribu Tujuh Puluh Empat rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.
192,484,405,995,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan

Puluh Empar Juta Empat Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima

rupiah) atau sebesar 94.32% (Sangat Berhasil).

B.

1.

SARAN

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah Pelayanan kesehatan yang
ditunjuk untuk kelompok dan masyarakat serta lingkungannya dengan
mengutamakan pelayanan yang bersifat promotif dan preventif

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit,
dan pemulihan kesehatan

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial adalah UKM yang wajib
dan harus dilaksanakan oleh Puskesmas untuk mendukung pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan melaksanakan sesuai dengan sasaran Prioritas RPJMD,
Renstra serta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Peningkatan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di fasiltas
kesehatan terutama daerah terpencil dan yang masih sulitnya akses
masyarakat ke Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Perlu dilakukan Capacity Building ( Peningkatan Kopetensi) Tenaga

Kesehatan yang menangani Program Bidang Kesehatan.
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7. Memaksimalkan program Promosi kesehatan dalam penaganan dan
penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Anak serta
Kejadian Luar Biasa (KLB)

8. Malakukan Advokasi dalam upaya menyiapkan Anggaran dalam
penaganan program Keselamatan Ibu dan Anak serta Kejadian Luar
Biasa (KLB)

9.  Melaksanakan Cros Cuting ( Kolaborasi dengan lintas sector)

10. Peningkatan peran serta program dan Lintas sektor terkait dengan
masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan serta
melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama,

maupun perangkat desa.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ini dapat menjadi referensi dan
representatif serta kredibelitas dalam menjelaskan kinerja Dinas Kesehatan,
dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Rokan Hilir di Tahun berikutnya.
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PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KESEHATAN

ALAMAT KOMPLEK PERKANTORAN ( BATU ENAM ) TELP. (0767) 2700033
‘ . BAGANSIAPIAPI
Email : dinkes@rohilkab.go.id ~ Website : dinkes.rohilkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Ners. AFRIDAH, S.Kep, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AFRIZAL SINTONG
Jabatan : Bupati Rokan Hilir
Selaku atasan pihak pertama, selanjunya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab kami.

@ Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 30 November 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

AS KESEHATAN
RQKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR

AFRIZ INTONG

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KESEHATAN

ALAMAT KOMPLEK PERKANTORAN ( BATU ENAM ) TELP, (0767) 2700033
BAGANSIAPIAPI
Email : dinkes@rohilkab.go.id  Website : dinkes.rohilkah.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
, , Prevalensi Balita Stunting (pendek
Meningkatnya Kualitas penanganan .
: kasus kesehatan masyarakat RAM-SIREEH PONCEN] Ptk Hala L
(persen)
Persentase Penurunan Kematian Bayi 16
Persentase Penurunan Kematian Ibu 2
. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap 83,5
Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi 66.8
Masyarakat b
Meningkatnya Mutu dan Layanan
2 acehiatan Indeks Kepuasan Masyarakat 77
Puskesmas Terakreditasi 100
3 Meningkatnya Pemenuhan Indikator Nilai SPM Kesehatan (Format 7753
SPM Kementrian Kesehatan) Ly
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja e
4 Perangkat Daerah Nilai AKIP OPD BB
PROGRAM ANGGARAN KET
Program Penunjang Urusan Pemerintah 1 _
47.095.442. -
1 Daerah Kabupaten/Kota Rp AR ek s
. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
2 Perorangan dan Upaya Kesehatan Rp 53.518.849.516 APBD/APBN-P
Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas
1.760.418. -
8 Sumber Daya Manusia Kesehatan kp #18.000  ATRO/AFON-F
Program Sediaan Farmasi, Alat =
; R 547.328. A
4 Kesehatan dan Makanan minuman P A7.320.358  APBO/APEBN.P
5 Program Pemberdayaan Masyarakat Rp 1.159.072.000 APBD/APBN-P

Bidang Kesehatan

Bagansiapiapi, 30 November 2023

BUPATI ROKAN HILIR

AFRIZAL SINTONG

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KESEHATAN

AL
AMAT KOMPLEK PERKANTORAN ( BATU ENAM ) TELP. (0767) 2700033

? = BAGANSIAPIAPI
Email : dinkes@rohilkab.go.id  Website : dinkes.rohilkab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR

S
No
SASARAN .
%5 STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Menin,
gkatn: i
Masya,akatya Derajat Kesehatan Prevalensi Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (persen) 16
Persentase Penurunan Kematian Bayi 16
Persentase Penurunan Kematian Ibu 2
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap 835
Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat 66,88
Indeks Kepuasan Masyarakat 87
Puskesmas Terakreditasi 100
Nilai SPM Kesehatan (Format Kementrian Kesehatan) 77,53
2 [Menin
Dae,aﬁ';a;:zaszzf'igggmn LHE AKIP OPD BB
i NS
dan Akuntabe| paen

Bagansiapiapi, 08 danuqn 2023

|
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PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

4@* Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

Nomor : 09/R/LHE/INSP/2023 Bagansiapiapi, 16 Agustus 2023
Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu ) berkas

Hal : Laporan  Hasil  Evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2023

Kepada:

Yth.Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir

di-

Bagansiapiapi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan
evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.

Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan
dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi
hasil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil sebagai berikut:

1. Pendahuluan
a. Dasar Hukum Evaluasi
1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);




2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

4) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2023;

5) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor:
700/INSP/SPT/REG/2023/167 tanggal 31 Juli 2023.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang
dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang
kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana
implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu
dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP
ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil)
yang telah direncanakan. Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
tahun sebelumnya (tahun 2022) adalah 70,62 (BB) atau Sangat Baik. Beberapa
kendala yang dihadapi dalam implementasi AKIP, yaitu tidak adanya evaluasi
mandiri AKIP, terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaporan dan penyusunan

laporan AKIP, kurangnya komitmen pimpinan tentang pelaksanaan AKIP,




rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang membidangi

pelaporan dan penyusunan AKIP, dan lemahnya koordinasi antar bidang-bidang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan inovasi dalam

implementasi AKIP dalam bentuk pembuatan aplikasi yang mendukung

pelayanan sebagai upaya perbaikan serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

¢. Tujuan Evaluasi

1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan

5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1y

2)

3)

4)

5)

Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinerja,  baik  keberhasilan/kegagalan kinerja  serta  upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas
dan efisiensi kinerja; dan

Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-

komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen
akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau

gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:




AA (Bobot | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan

nilai 100) | terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan
secara nasional.

A (Bobot | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan

nilai 90) terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan
kriteria tersebut.

BB (Bobot | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai

nilai 80) dengan mandat kebijakan.

B (Bobot | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-

nilai 70) 100%).

CC (Bobot | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-

nilai 60) 75%).

C (Bobot | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-

nilai 50) 50%).

D (Bobot | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai

nilai 30) dipenuhi (>0%-25%).

E (Bobot | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria

nilai 0) penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan
kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar
dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah
terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap
komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana
terlampir.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan

gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat Interpretasi

AA
(Nilai > 90 —100)

Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja
dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja.
Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif,
dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah
dilakukan sampai ke level individu.




A Memuaskan
(Nilai > 80 - 90) | Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja
dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan
pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon
4/Pengawas/Subkoordinator.

BB Sangat Baik
(Nilai > 70 — 80) | Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3
unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja
pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai
dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi
informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 3/koordinator.

B Baik
(Nilai > 60 — 70) | Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3
unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat
masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja,
serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran
kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon
2/unit kerja.

CC Cukup (Memadai)
(Nilai > 50 — 60) | Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun
demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun
tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit
kerja.

C Kurang
(Nilai > 30— 50) | Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen
kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan
mendasar di level pusat.

D Sangat Kurang
(Nilai >0 —30) | Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat
diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan
manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar,
khususnya dalam implementasi SAKIP.

f. Gambaran Umum
Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:



1. Tugas
Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019, Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Kabupaten.

2. Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan keschatan serta sumber
daya kesehatan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan

bidang kesehatan.

3. Visi Misi Terkait RPIMD

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan visi misi Bupati
Rokan Hilir dan difokuskan untuk mendukung misi ke 3 (tiga) Bupati Rokan
Hilir menjadi Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir yaitu
“Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan
derajat kesehatan”. Sedangkan misi dengan IKU setelah perubahan yaitu
“Mewujudkan Pelayanan Kesechatan yang merata, bermutu, dan terjangkau
bagi seluruh masyarakat serta Meningkatkan Kinerja Kelembagaan dan SDM
Aparatur”.

4. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang

membawahi:

1)

2)

Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam melaksanakan tugasnya
sekretaris dibantu oleh Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan

Program.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Bidang Kesehatan
Masyarakat terdiri dari : Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat,
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masarakat dan Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit dibantu oleh : Seksi Surveilens dan Imunisasi,
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kepala Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.



4)

5)

6)

7)

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer
dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Seksi Jaminan Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. Bidang
Sumber Daya Kesehatan terdiri dari : Seksi Kefarmasian, Seksi Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Seksi

Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, yaitu :

1. Prevalensi Balita Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (Persen) ;

2. Persentase Penurunan Kematian Bayi;

. Persentase Penurunan Kematian Ibu;

. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap;,

. Cakupan Jaminan Keschatan Bagi Masyarakat.

. Indeks Kepuasan Masyarakat

. Nilai SPM Kesehatan (Format Kementrian Kesehatan)
. LHE AKIP OPD

0 3 N W AW



g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

msre;kc:nmullﬂ;zoz 1 Rencana Aksi Target Waktu Penanggung Jawab Status / Progres ‘(oidisiTedlini‘ Masalah yang dihadapi
2 3 4 5 ] 7 8 9
2. Perencanaan Kinerja

- Melakukan perbakan / M kan Rencana Ak dan melakuk SemuaBidang  |Mei September dan |Bagian Perencanaan | Telah dilaksanakan mouitoring  |Dokumen telah
penyempurnaan dokumen monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap Desember 2022 dan Program, Seluruh | dan Evaluasi kegiatan dan selesai di susun
perencanaan kinerja dalam seluruh target yang telah di tetapkan agar dapat {Bidang Program terhadap seluruh
mewujudkan kondisi / hasil yang baik | di ketahui hambatan / kendala dan solusi dalam Subbag dan Bidang yang

pencapaian target berisikan informasi tentang
penyerapan anggaran dan fisik
aks keoiatan
b. Pengukuran Kinerja

- Menyusun dan menetapkan pedoman {1 Menyusun SOP LKJiP OPD Dinkes SemuaBidang  [fan-Maret 2022 [BagianPerencanaan | Sudah dilaksanakan Dokumen telah
teknis pengukuran kinerja dan dan Program, Sefuruh iselesai di susun
pengumpulan data kinerja Bidang

2 Membuat Surat Keputusan Kepala OPD tentang
Pembentukan Tim Penyusun LK[iP Dinkes

- Menyusun mekanisme terhadap Menyusun Dokumen Pengukuran Kinerja OPD  {Semua Bidang W 02 BagianPerencanaan | Sudah dilaksanakan IDokumen telah

pengumpulan data kinerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 83 Tahun {dan Program, Seluruh {selesai di susun
2021 tentang Evauasi Akuntabilitas, RPMD {Bidang
Kabupaten dan Renstra OPD

- Melakukan p ata 1 Meny lisasi serapan anggaranperti  [SemuaBidang  [fan-Maret2022  |Bagian Perencanaan Sudah dilaksanakan {Dokumen telah
pengukuran capaian kinerja unit wulan dan melaporkan melalui aplikasi emoney dan Program, Seluruh iselesai di susun
dibawahnya secara berjenjang dalam | KabupatenRokan Hilir Bidang
bentuk laporan monitoring evahiasi

2 Mengkoordinasi penyusunan SKP dan Perjanjian
Kinerja ASN di OPD

- Pengumpulan data kinerja Pengelolaan Matrik Pemantauan Perjanjian Semua ASN lan - Des 2022 Bagian Umum dan Sudah dilaksanak Dokumen telah
memanfaatkan Teknologi Informasi { | kinerja dengan menggunakan - Kinerja Kepegawaian Iselesai di susun
Eufibani)

- Pemanfaatan pengukuran kinerja Serua ASN Jan-Maret 2022 |Bagian Perencanaan Sudah dilaksanakan Dokursen telah
menjadi dasar dalam penyesuaian dan Program, Seluruh Iselesai di susun
{pemberian / pengurangan) tunjangzn| - Menetapkan ukuran kinerja dalam bentuk Bidang
kinerja / penghasilan dan pemberian | Perjanjian Kinerja dari Esselon sampai ke individu
veward dan punishment yang lainnya | - staf dalam memperjelas Tanggung Jawab individu

dan memudahkan pengukuran berjenjang
Pemanfaatan pengukuran kinerj Peny Anjah ABK dan evjab sesuai dengan {Sernua ASN Jan - Des 2022 Bagian Perencanaan Sudah dilaksanakan Dokumen telah
menjadi dasar dalam penempatan/ | tusi dan kebutuban OPD dan Program, Seluruh iselesai di susun
penghapusan jabatan baik struktural Bidang
maupun fungsional

- Pengukuran Kinerja menjadi Menyusun Dokumen PengukuranKinerja 0P [SemwaBidang  |Agustus-Okt 2022 {BagianP Sudah dilaksanak Dokumen telah

penyesuaian (Refocusing) orgar berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun dan Program, Seluruh Iselesai di susun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas, RPJMD Bidang
Kahupaten dan Renstra OPD
c_Pelaporan Kinerja
- Merevindokumen LaporanKinerja | Evaluasi Program OPD dan Laporan Kinerja Semua Bidang  ilan - Des 2022 Bagian P Sudah dilaksanak: Dokumen telah
secara internal secara berkala melalui Rapat Triwulan yang dan Program, Seluruh selesai di susun
dituangkan dalam bentuk Notulen Rapat dan Bidang
daftar hadir dan keberhasilan program dapat di
il dengan pencapeian Target kegiatan
- Dokumen Laporan Kinerja Penyusunan Laporan Kinerja yang berisi Semua Bidang  {Jan - Des 2022 Bagian Perencanaan Sudah dilaksanakan (Dokumen telah
ginformasikan analisis d informasi g serapan anggarar, p dan Program, Seluruh Iselesai di susun
evaluasi reafisasi kinerja dengan capaian kinerja dan hambatan yang menyebabkan | \Bidang
realisasi kinerja tahun-tahun serapan dan capaian tidak sesuai target
sebelumnya dan realisasi kinerja di
level nasional /internasional (
Brenchmark Kinerja ) dan upaya
d. Evaluasi Intemal

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal{  Upload Dokumen SAKIP kedalam esr kemenpan  {Semua Bidang  !fan- Des 2022 Bagian Perencanaan Sudah dilaksanakan Dokumen telah
dilaksanakan menggunakan Teknologi| dan website Bapenda 'dan Program, Selurzh Iselesai di susun
Tnformasi ( Aplikasi ) Bidang

- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Laporan Hasil Evaluasi AKIP ditindak lanjuti  {SemuaBidang  [Jan- Des 2022 BagianPerencanaan | Sudah dilaksanakan Dokumen telah
Internal dimanfaatian untuk dalam bentuk matriks dan menjadi acuan untuk dan Program, Seluruh Iselesai di susun
perbaikan dan peningkatan kinerja ke depannya Bidang
akuntabilitas kinerja baik mendukung
efektifitas dan efisiensi kinerja




2. Gambaran Hasil Evaluasi
a. Kondisi
1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, yaitu RPJIPD,
RPJMD,RKPD, RENSTRA, DPA; Laporan Hasil Monitoring Rencana
Aksi OPD Tahun 2022 TW 1 s.d TW 4 Tahun 2022;

b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu
dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan, , dokumen
perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja
sebenarnya yang perlu dicapai, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran)
telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran
keberhasilan (indikator kinerja) telah memenubhi kriteria SMART.
Namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi, yaitu :

Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu

c¢. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan, yaitu anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada
kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung
kinerja yang ingin dicapai, rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis
karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala, satuan kerja telah
memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang
telah direncanakan, pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah
direncanakan, setiap pegawai telah berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah direncanakan, kinerja individu telah selaras dengan

kinerja organisasi.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, yaitu :
- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja berpedoman pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 98
Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
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Definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja telah dijabarkan pada IKU Nomor : 31/SK-
DINKES/2021 tentang perubahan perubahan atas keputusan Kepala
Dinas Kesehatan Nomor :29/SK-DINKES/2021 tentang penetapan
IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021;

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja

secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan

berkelanjutan, yaitu :

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian
kinerja yang diharapkan dalam bentuk Laporan Monitoring Rencana
Aksi Tahun 2022 TW 1 s.d TW 4 Tahun 2022;

Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang
diharapkan dalam bentuk Laporan Aplikasi E-Moneyv;

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala melalui Laporan
Realisasi fisik dan keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2022, 2023;.

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan

Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang

efektif dan efisien, yaitu :

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision
Maker) dalam mengukur capaian;

Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian
(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam
mencapai kinerja.

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan
dalam mencapai kinerja.

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam
mencapai kinerja.

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran
dalam mencapai kinerja.

Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
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- Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran
kinerja.

Namun terdapat kriteria yang belum terpenuhi, yaitu :

- Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam
penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;

- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing)

Organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, yaitu dokumen
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir telah disusun
secara berkala, namun belum dipublikasikan melalui website
https://dinkes.rohilkab.go.id tepat waktu,

b. Laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya, yaitu : laporan kinerja telah diformalkan,
disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, telah mengungkap
seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah menginfokan analisis
dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, telah menginfokan
analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah,
telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi
kinerja tahun-tahun sebelumnya, telah menginfokan kualitas atas
keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata
dan/atau hambatannya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja, telah menginfokan upaya
perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan
kinerja).

Namun terdapat kriteria yang belum terpenuhi, yaitu belum menginfokan
analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level
nasional/internasional (Benchmark kinerja).

c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, yaitu

informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan
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(bertanggung jawab), penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi
kepedulian seluruh pegawai, Informasi dalam laporan kinerja berkala
telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja,
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

Namun terdapat kriteria yang belum terpenuhi, yaitu informasi dalam
laporan kinerja belum mampu mempengaruhi perubahan budaya kinerja

organisasi.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal berpedoman pada Permenpan
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan SAKIP;

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM
yang memadai.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan
Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas
kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam
efektifitas dan efisiensi kinerja, seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi
akuntablitas kinerja internal Telah ditindaklanjuti, terjadi peningkatan
implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal, hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan
peningkatan dari evaluasi akuntabilitas kinerja, hasil dari evaluasi telah
dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
akuntabilitas kinerja, telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja

dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
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5) Evaluasi atas Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

tahun 2021 dari seluruh program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Rokan Hilir yaitu 94,26%. Dengan uraian sebagai berikut :

a. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota
yaitu 96,85%;

b. Capaian kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu 87,00%;

c. Capaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan yaitu 87,59%;

d. Capaian kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman yaitu 84,43%

e. Capaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan
yaitu 95,99%

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir agar :

1.

Agar mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja yang tepat waktu
dengan akses yang bebas ke Publik melalui website atau aplikasi pemerintah;
Membuat komitmen organisasi dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik
struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran kinerja;

Membuat Pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian (Refocusing)
Organisasi

Menginstruksikan Tim Penyusunan LKJiP untuk menginfokan analisis dan
evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional
(Benchmark kinerja) dalam Laporan Kinerja;

Menjadikan Informasi dalam laporan kinerja untuk mempengaruhi perubahan

budaya kinerja organisasi.
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3. Penutup
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir mendapat nilai 71,02 dengan predikat

penilaian "BB” atau Sangat Baik. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai

berikut:
1 Peréncaﬁaan Kineﬁé | 30 | ‘25;6’74 |
2. Pengukuran Kinerja 30 23,67
3. Pelaporan Kinetja 15 12,43
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25 9.25

Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah
yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. SAKIP mempunyai peran yang
sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaita
sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah
untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan. SAKIP pun
seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan
punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru
bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan
pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat

pengendalian.
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Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami

ucapkan terima kasih

NIP 19750413 199503 1 002

Tembusan Yth. :
Bupati Rokan Hilir (sebagai laporan).
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KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

Nama Satuan Kerja

DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Nama Kepala Satuan Kerja

AFRIDAH, SKM., M.Kes

No| Komponen/Sub Komponen/Kriteria

Instansi

Bobot

Jawaban

Nilai

Catatan

Daftar Evidence

1 PERENCANAAN KINERJA

30,00

A

25,67

1.a|Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

6,00

AA

6,00

Kriteria:

1 |Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.

2 |Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.

3 |Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.

4 |Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.

5 |Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.

6 |Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

Ketersediaan
perencanaan

dokumen
kinerja

Dokumen yang tersedia :

sudah sesuai
mandat kebijakan

dengan

Pedoman Teknis Penyusunan SAKIP
Permenpan Nomor 88 Tahun 2021, SOP
Nomor :800/UM-DINKES/SOP/2022/10
tanggal 16 Februari 2022 tentang SOP
Pengumpulan Data Kinerja; Nomor : 800/UM
DINKES/SOP/2022/09 Tanggal 16 Februari
2022 tentang Pengukuran Kinerja

RPJPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang
RPJPD Kab. Rohil Tahun 2005-2025

RPJMD Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten
Rokan Hilir 2021-2026 tanggal 8 Desember
Tahun 2021 dan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026]
(SK Tim Penyusunan Renstra Nomor: /SK-
DINKES/2021 tanggal 24 Mei 2021)

Perbup Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 12
Juli 2022 Tentang RKPD 2023, Perbub
Nomor 26 Tahun 2022 Tanggal 30 agustus
2022 Tentang Perubahan RKPD Tahun
2022,Perbub nomor 53 Tahun 2021 Tanggal
16 Juli 2021 Tentang RKPD 2022 dan Renja
Tahun 2022

Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022 TW 1
s.d TW 4 Tahun 2022

DPA Tahun 2022 Nomor
DPAJA.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Tanggal 21 Januari 2022 DPA Perubahan
Tahun 2022  Nomor DPPA/B.1/]
1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 18
November 2022

1.b|Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi
standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil,
dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan
penyelarasan (cascading) disetiap level secara
logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain
{crosscutting)

9,00

8,00

Kriteria:

1 |Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.

Semua dokumen telah ditandatangani oleh
Pejabat / Kepala OPD

2 |Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.

Dokumen Penja, Renstra,
LAKIP dan IKU belum
dipublikasikan melalui
website Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir|
https://dinkes.rohilkab.go.
id

yang perlu dicapai.

3 |Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya

Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2021 - 2026; Cascading,
IKU Dinkes Kabupaten Rokan Hilir 2021-
2026; Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Tahun
2023, dan Monitoring Rencana Aksi Tahun
2022 TW 1, TW2, TW 3, TW 4 Tahun 2022

akan dicapai.

4 |Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
Hilir Tanggal 16 Februari Tahun 2022

5 {Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2021 Bab Il Halaman 57 tentang
Akuntabilitas Kinerja (Penetapan Indikator]|

Kinerja)




IKU perubahan nomor : 31/SK-

6 |Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai,
tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan DINKES/2022 tentang perubahan atas
Strategis). keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor
. 29/SK-DINKES/2022 tentang penetapan
IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016-2021
7 |Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan Perjanjian Kinerja Tanggal 21 Februari 2022
realistis. dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun
2022 Tanggal 19 september 2022

8 |Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, CASCADING dan Pohon Kinerja Dinas

serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

9 |Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, Crosscutting

kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
(Crosscutting).
1.c|Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan 15,00 BB 11,67
Kriteria:
1|Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. DPA Tahun 2022 Nomor
DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Tanggal 21 Januari 2022 DPA Perubahan
Tahun 2022 Nomor : DPPA/B.1/|
1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 18
November 2022
2| Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2022 tanggal Februari
2022
3|Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara Laporan Monaksi TW 1 s.d TW 4 tahun
berkala. 2022
4| Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil Perbaikan SK kepala Dinas Kesehatan
analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Tahun 2022 Tentang adanya Perubahan
Indikator Kinerja Utama (IKU) ; Perubahan
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022
5| Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan Perbaikan SK kepala Dinas Kesehatan
kondisi/hasil yang lebih baik. Tahun 2022 Tentang adanya Perubahan
Indikator Kinerja Utama (IKU) ; Perubahan
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022
6|Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tanggal 21
yang telah direncanakan. Februari 2022; Perubahan perjanjian Kinerja
Tanggal 19 september 2022
7|Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan Rapat Internal Level OPD, Evaluasi program
Kegiatan dinas kesehatan Kabupaten Rokan
Hifir
8|Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan SKP ASN Dinas Kesehatan Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2022
9|Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan SKP
ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
Hilir
2 PENGUKURAN KINERJA 30,00 BB 23,67
2.a|Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6,00 B 4,20
Kriteria:

1 |Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Untuk Pengukuran Kinerja SDM Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Hifir
berpedoman pada Peraturan Bupati Rokan
Hilir Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir

2 |Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. IKU perubahan nomor :  31/SK-
DINKES/2022 tentang perubahan atas)
keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor
. 29/SK-DINKES/2022 tentang penetapan
IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir|
Tahun 2016-2021

3 |Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. SOP Nomor :800/UM-DINKES/SOP/2022/10
tanggal 16 Februari 2022 tentang SOP
Pengumpulan Data Kinerja;




2.b

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan
telah dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan

9,00 7,20

Kriteria:

1

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

Rencana Aksi Dinkes Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2022, 2023; Monitoring Rencana Aksi
Tahun 2022 TW 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2022

2 |Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Laporan Aplikasi E-Monev
3 |Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas
Kesehatan Tahun 2022, 2023;
4 |Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit SKP PNS Tahun 2022
dibawahnya secara berjenjang.
5 |Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Pengumpulan data kinerja memanfaatkan
Teknologi Informasi (Aplikasi)
ESR,SELENTA
2.c|Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam
pemberian Reward dan Punishment, serta
penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang 15,00 BB 12,27
efektif dan efisien
Kriteria:
1 |Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur Laporan E-Monev
capaian
2 |Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) Berita Acara Rapat Kesepakatan terkait

tunjangan kinerja/penghasilan

Pemotongan/Pengurangan
Kinerja Penghasilan ASN

Tunjangan

3 |Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik Pengukuran Kinerjal
struktural maupun fungsional. belum menjadi dasar
dalam penempatan/|
penghapusan Jabatan
baik struktural maupun|
fungsional
4 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. Pengukuran kinerja
belum mempengaruhi
penyesuaian  Anggaran
dalam mencapai kinerja.
5 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. LKJiP Dinas kesehatan Tahun 2022;
Monitoring Rencana Aksi Dinkes Tahun
2022 ; Evaluasi Program Kegiatan Dinkes
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022
6 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. LKJiP Dinas kesehatan Tahun 2022;
Monitoring Rencana Aksi Dinkes Tahun
2022 ; Evaluasi Program Kegiatan Dinkes
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022
7 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. LKJiP Dinas kesehatan Tahun 2022;
Monitoring Rencana Aksi Dinkes Tahun;
2022 ; Evaluasi Program Kegiatan Dinkes
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022
8 |Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. DPA Tahun 2022 Nomor
DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Tanggal 21 Januari 2022 DPA Perubahan
Tahun 2022 Nomor : DPPA/B.1/
1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 18|
November 2022
9 |Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
Hilir Bab 1ll Akuntabilitas Kinerja Subbab 3.2
Realisasi Anggaran, halaman 90
10 |Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tanggal 21
Februari 2022; Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2022 tanggal 19 September 2022;
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tanggal 28|
Februari 2023; SKP PNS TAHUN 2022 2023|
11 |Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. SKP ASN Dinas Kesehatan Kabupaten
Rokan Hilir
3 |[PELAPORAN KINERJA 15,00 A 12,43
3.a|Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan
Kinerja 3,00 BB 2,40
Kriteria:

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022




Dokumen laporan Akuntabilitas kinerja telah
2 |Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. ditandatangani oleh kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 16 Februari
3 |Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. Reviu Laporan Kinerja
Dokumen Laporan
Kinerja belum di
publikasikan, dikarenakan|
4 |Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. web tidak bisa diakses
dari Kominfo
o ) . Dokumen Laporan Kinerja disampaikan pada
5 |Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. tanggal 28 Juli 2022
3.b|Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja,
informasi keberhasilan/kegagalan
g o e 4,50 BB 3,60
kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
Kriteria:
1 |Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. Dokumen laporan kinerja telah
ditandatangani oleh kepala Dinas Kesehatan!
Kabupaten Rokan Hilir
2 |Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. Standar yang digunakan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir adalah
Permenpan-RB  Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu Atas Laporan Kinerja pada LAKIP
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir|
dapat dilihat pada Bab | Pendahuluan, Sub
Bab 1.4 Dasar Hukum, Halaman 48
3 |Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
Hilir Bab Ili Subbab 3.1.4 Evaluasi dan
Analisis Capaian Kinerja, halaman 64
4 |Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
target tahunan. Hilir Bab Il Subbab 3.1.3 Pengukuran
Kinerja halaman 65
5 [Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
target jangka menengah. Hilir bab Il Halaman 56
6 |Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hilir bab Il Halaman 66
7 |Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan Dokumen Laporan
realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). Kinerja belum
menginfokan analisis dan|
evaluasi realisasi kinerja
dengan realiasi kinerja di
level
nasional/internasional
(Benchmark Kinerja)
8 |Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. Hilir Bab il Halaman 66 - 88
9 |Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
mencapai kinerja. Hilir Bab |, Sub Bab 1.6 Aspek Strategis
Organisasi (Aspek Sumber Daya Manusia),
halaman 49
10 |Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan
depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Hilir Bab IV Penutup, halaman 113|
(Rekomendasi belum spesifik)




Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang
besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam
mencapai kinerja berikutnya

7,50 6,43

Kriteria:

1

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).

Pimpinan menetapkan jadwal monev dan
renaksi (Laporan Renaksi dan Monev)

2 |Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. Berita Acara Rapat Penyusunan LAKIP
3 |Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk E-Monev

mencapai kinerja.
4 |Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan E-Monev

anggaran untuk mencapai kinerja.

5 |{Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan Dokumen Renaksi Dinas Kesehatan
kinerja. Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022
6 |Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang Dokumen Renaksi Dinas Kesehatan

akan dihadapi berikutnya.

Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

7 |Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. informasi dalam laporan|
kinerja belum
mempengaruhi
perubahan budaya kinerja
organisasi.

4 |EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

25,00 C 9,25
4.a| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan 5,00 BB 4,00
Kriteria:

1

Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pedoman Teknis Penyusunan SAKIP]
Permenpan Nomor 88 Tahun 2021; SOP
Nomor :800/UM-DINKES/SOP/2022/10|
tanggal 16 Februari 2022 tentang SOP!
Pengumpulan Data Kinerja; Nomor : 800/UM:
DINKES/SOP/2022/09 Tanggal 16 Februari
2022 tentang Pengukuran Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat
daerah.

Dokumen Evaluasi Program Tahun 2022 dari
tingkat Kasubbag Program sampai Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

Dokumen Evaluasi Program Tahun 2022 dari
tingkat Kasubbag Program sampai Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

4.b

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber
Daya yang memadai

7,50 5,25

Kriteria:

1

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.

Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan SAKIP dan
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Penyusunan dan Pelaporan Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Sertifikat Bimtek / Diklat

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

Berita Acara,Dokumentasi ,absensi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat
daerah.

Laporan Hasil Evaluasi Program

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi
(Aplikasi).

Aplikasi ESR kemenpan RB




4.c¢|implementasi SAKIP telah meningkat karena

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga
memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam 12,50 D 0,00
efektifitas dan efisiensi Kinerja

Kriteria:

1 |Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Matrixs LHE

2 |Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas Matrixs LHE
rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.

3 [Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan Matrixs LHE
peningkatan akuntabilitas kinerja.

4 |Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung Matrixs LHE
efektifitas dan efisiensi kinerja.

5 |Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi Matrixs LHE
akuntabilitas kinerja internal.

TOTAL NILAI (PREDIKAT) 100 BB 71,02 SANGAT BAIK

Kesimpulan Hasil Evaluasi:

Berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluator, Dinas Kesehatan Kabupaten
Rokan Hilir mendapatkan predikat BB dengan interpretasi SANGAT BAIK. Interpretasi dan Predikat tersebut menggambarkan bahwa AKIP sudah baik
pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih ada perlunya sedikit perbaikan pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen
kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon |1 / unit kerja.

Bagansiapiapi, 02 Agustus 2023
TIM EVALUATOR,

Pemb.Penanggungjawab : MUAZ,SE
Pengendali Teknis H ABU BAKAR, SE
. ROY AZLAN, AP., MSi Ketua Tim . SURYA DHARMA, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA .
119750413 199503 1 002 Anggota : AFRIZAL,SP

WAHYU RAHMADHANI
NURHASANAH,S.A.P.,.CRJIO

ALFI
FAKHRURRAZI,S.A.P y

ZULMAN, SE
BUDI CAHYADI, S.



Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023

TRIWULAN IV
DINAS KESEHATAN
[
Indikator Kineria Program Realisasi Capaian Kineria | 1o el Realisasi Capaian Kinerja dan | Tingkat Capaian Kinerja dan RR“”S(“‘ 7;";3”: “’;0;292::" Tingkat Capaian Kineria dan
No Sasaran Program/Kegiaten (outcome)/ Kegiatan | Target Akhir Periode Rensira | Renstra sampai dengan Renja a‘;g: inefja dan anggaran berjalan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Anggaran Renja yang dievaluasi | Realisasi Anggaran Renja Tahun | RenS2 8 Tahun 2023(AKII | g i ooaran Restra sid | SkPD Penanggungiawab | Keterangan
un 2023 (n-1) yang dievaluasi Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun
(output) Tahun 2022 (n2) (2023) 2023 (%) tahun 2023 (%)
| ] [l v
| ) 5 . 5 6 7 8 9 10 1 12 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5 x100% 16 1
K Rp K Rp 3 Rp R Rp Rp R K Rp K Rp 3 | Rp K ] Rp
Semua Bidang
PROGRAM PENUNJANG | Persentase pemenuhan DINAS KESEHATAN
N URUSAN PEMERINTAHAN penunjang urusan o
Sesarn Piras Dasrah 1 ([ Lec L PATENIKOTA. |semeon doueh 100.00 985 100 174363420316 15,891,047,260 46,507,041,004 | 144,746,460,052 0.00%) 8301% 100.00] 144,746,460,052 000%
%)
Perencanaan, Penganggaran, | Persentase Ketersediaan
dan Evaluasi Kinerja dokumen perencanaan,
Perangkat Daerah penganggaran, dan 0.00) 100| 27,441,078 424 25 61,149,900 25 25 39,879,524 25 68,605,414 100) 169,634,838 100.00% 0.62%] 100.00] 169,634,838 0.00% 0.00%
evaluasi kinerja Perangkat
Daerah (%)
Penyusunan Dokumen Junlah dokumen Renja Tidak Ada
Perencanaan Perangkat Daerah | dan Perubahan Renja yang 0.00) 20| 27,300,560,000] 10| 7,498,600 - 10 12,645,172 12,157,930 20| 32,301,702 100.00% 0.12% 20.00] 32,301,702 0.00% 0.00%
disusun (Dokumen)
oordinasi dan Penyusunan | Jumlah dokumen RKA- Tidak Ada
Dokumen RKA-SKPD SKPD yang disusun: 000 7 11,866,208 7 6,764,500 - S| aso0 - 11 tares00]  100.00% 96.74% 700 11ar9s00[  000% 0.00%
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan | Jumiah dokumen Tidak Ada
Dokumen Perubahan RKA- | Perubafian RKA-SKPD 00 4 16,709,581 - 2 2| 58080% 10,819,569 4 tee2ress|  10000% 9951% a00|  tes2rees|  000% 000%
|skpD vana disusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah dokumen DPA- Tidak Ada
DPA-SKPD SKPD yang disusun 0.00) Tl 11,268,164 7 8,455,000 - 2,765,000 - 7| 11,220,000f 100.00% 99.57% 7.00) 11,220,000 0.00% 0.00%
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah dokumen Tidak Ada
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD 000 o 23457514 - 4 S| eade2ss 16,956,035 4 23402291 66.67% 99.76% a00| 23402281 000% 0.00%
vang disusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah dokumen laporan Tidak Ada
aporan Capaian Kinera dan | capian kinera dan Kfiar 000 10 53,024,070 3 38431800 3 4| 75000 6,851,061 10| 52782861 100.00% 90.55% 000f  s2782861)  0.00% 0.00%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |realisasi kinerja yang
disusun (Dokumen)
E;:‘r“:hs' Kinera Perangkal | j,rah dokumen evluasi Tidak Ada
Kinera pelayanan 0.00) § 24,192,890 - - - - 6| 2180819 o 21a0819 100.00% 90.20% 600 21820819  000% 000%
perangkal daerzh yang
disusun (Dokumen)
Administrasi Keuangan Persentase administrasi
Fecoratastal feanaal v 0.00 100[  91.490,958,924 25| 11472082104 2 25| 28,249.476,958 100|  90,451,852,300) 100.00% 98.86% 10000 90451852300  0.00% 0.00%
terselenggara dengan baik
%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Persentase pembayaran Tidak Ada
ASN gail dan tunjangan ASN 000 100{  91,405,704,724 25| 11472082104 2 5 26,214,985,358 78| 90.400,669.200 75.00% 9.90% 75.00] 90400669200  0.00% 0.00%
pada bulan berialan (%)
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah dokumen laporan Tidak Ada
aporan Keuangan AKhi Tahun | keuangan akfir ahun 000 1 82,274,400 - - - taset700 1| sad01600 1 48,863,300) 100.00% 50.38% 100 48853300  0.00% 0.00%
SKPD SKPD yang disusun
(Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah dokumen laporan Tidak Ada
Laporan Keuangan keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran| bulanan/iriwulananisemest 000 2 2,889,800 - 1 2329800 1 - b 230800 100.00%) 8062%) 200 2329800 0.00% 000%
eran SKPD yang disusun
(Dokumen)
‘Administrasi Barang Milk | Jumlah Dokumen
Dacrah pada Perangkat | Administrasi Barang Mik 000 100] 56,399,695 2% - 2% 25| 14390000 25| 3339869 toof  ar7ees|  100.00%) 84.73%) 10000 47788695  0.00% 000%
Daerah Daerah (Dokumen)
Penyusunan Perencanaan i
Kebimhan Barang Miik Daerah | U2 dokumen Tidak Ada
SKPD kebutuhan 000 1 15,885,000 - - 1| 6620000 6,840,000 1 13,460,000 100.00% 84.73%) 1.0 13460000 0.00% 0.00%
barang miik daerah SKPD
yang disusun (Dokumen)
Pembinaan, Pengawasan, dan | Jumiah dokumen laporan Tidak Ada
Pengendalian Barang Mik hasil pembinaan,
Daereh pada SKPD pengawasan, dan 0.00 1 22,934,695 - - 1 - 20,288,695 1 20,288,695 100.00% 88.46% 100) 20288695  0.00% 0.00%
pengendalian barang milik
daerah pada SKPD yang
disusun (Dokumen)
Penatausahaan Barang Miik | Jumlah dokumen laporan Tidak Ada
Daereh pada SKPD penatausahaan barang 000 1 17,580,000 - - 1| 70000 6270,000 1 14,040,000 100.00% 79.86% 1.00 14040000 0.00% 0.00%
milk daerah pada SKPD
vang disusun (Dokumen)
‘Administrasi Kepegawaian | Persentase kelengkapan
Perangkat Daerah data kepegavaian pada
Sistem Informasi Pegaai 000 & 343,428,354 - 56,210,000 % 2| 126760137 3| 82,190,154 85 264160291 100.00%) 76.92%) 8500 264160201  0.00% 000%
Daerah Kabupaten Rokan
Hilr ()
Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan Tidak Ada
Prasarana Disipin Pegawai |sarana dan prasarana 00 100] 19,319,854 2% 2% 8| 19310854 - | 19310854 9.00%) 100.00% 900 19319854  0.00% 000%
displin pecawai (%)
Pengadaan Pakaian Dinas | Persentase penyediaan Tidak Ada
Beserta Atribut Kelengkapannya | pakaian dinas beserta
000 100) 8929500 2 . | 8929500 . 100 89205000 10000% 100.00% 100,00 8929500 0.00% 000%
atiout kelengkapannya
)
Pendataan dan Pengolahan | Persentase kelengkapan Tidak Ada
Administrasi Kepegawaian data administrasi 0.00) 1 15,760,000) - - - 1 14,301,000 1 14,301,000 100.00% 90.74% 1.00] 14,301,000 0.00% 0.00%
%)
VOO EVAIS] 0o [ Tidak Ada
Peniaian Kinerja Pegawai hasil monitoring, evaluasi,
: eualusl 000 1 20,000,000 1 . | 1e850.000 . | 1080000  100.00% 99.25% 100 19850000  0.00% 000%
dan penlaian kineria
pegawai (Dokumen)
[Bimbingan Teknis Implementas | Jumiah dokuren laporan Tidak Ada
Peraturan Perundang-Undangan [ asi pelaksanaan
bimbingan teknis 000 30| 279,419,000 U 56.210,000 U 7| 78660783 of ere0154 30| 201.750.997] 100.00% 72.21% 3000 201759987  0.00% 000%
implementasi peraturan
perundang-undangan
(Dokumen)
‘Administrasi Umum Persentase pemenuan
Perangkat Daerah administrasi umum 0.00) 100| 1,045,468 514 25 44,665,069 25 25| 564,435,759 25 428,348,200 100) 1,037,449,028| 100.00% 99.23% 100.00] 1,037,449,028 0.00% 0.00%
perangkat daerah (%)




Penyediaan Komponen Instalasi] Persentase pemenuhan Tidak Ada
Listrik/Penerangan Bangunan | kebutuhan penyediaan
Kantor Komponen instalasi ~ 000 100) 47992151 2| 14907576 2% 25| 15304406 17,598,078 7| 47.985.060 75.00% 9.99%) 00| 4798060  0.00% 000%
lisridpenerangan
bangunan kantor (%)
Penyediaan Peralatan dan | Persentase ketersediaan Tidak Ada
Perengkapan Kanlor peralatan dan - 00 100] 136,997,303 2% 2% 8| 86320350 49113379 o8| 135442729 9.00%) 98.87%) sgoo|  1as442729)  0.00% 000%
Kantor (%)
Penyediaan Peralatan Rumah | Persentase ketersediaan Tidak Ada
Tangga peralatan rumah tangga - 0.00) 12] 73,992,800} 4 12,499,993 4 4 27,388,442 34,099,820 12f 73,988,255 100.00% 99.99% 12.00) 73,988,255 0.00% 0.00%
%)
Penyediaan Bahan Logistik | Persentase ketersediaan ~ 000 o 186,237,760) 25| 1167500 2 25| 61,555,000 25| 101,164500 100] 179867000 0.00%) 96.50% 10000 179g87.000[  000% 0.00% Tidak Ada
Kantor bahan logistik kantor (%)
Penyedian Baang CHACN | perentase pemernan Tidak Ada
% kebutuhan pencetakan - 00 12 111,486,500 3 3 3| 310659 3| 18359902 12 111486500 100.00% 100.00%) 1200 111466500  0.00% 000%
dan/atau penggandaan (%)|
Fasilitasi Kunjungan Tamu ‘Zﬁemm k“"“‘”ga';w ) p 0.00) 12 36,768,000 3 3 3| 26654000 3| 104112000 1| 36766000 100.00% 99.99%) 12000 36766000(  0.00% 0.00% Tidak Ada
Penyelenggaraan Rapat Persentase pelaksanaan Tidak Ada
Koordinasi dan Konsulfasi | rapat koordinasi dan - 00 1 452,014,000 3 3 3| 254007.963 3| 1e7.908521 1 astotsdes  10000% 9.98%) 1200 451913484 0.00% 000%
|skpD konsultasi SKPD (%)
Pengadaan Barang Milk | Persentase penyediaan
(Dasrah Pecuniano s e | b e B o M j 0.00 100| 808,406,943 2 - 2 25[ 91352000 25| 456,000,000 100 547,352,000 100.00% 67.71% 10000 547352000  0.00% 0.00%
Pemerintah Dacrah Daerah penunjang urusan
%)
Pengadaan Kendaraan Jumlah pengadaan Tidak Ada
Perorangan Dinas afau kendaraan perorangan i 0.00 1 450,790,000 - 1 - - 430,000,000 1| 430,000,000 100.00% 95.39% 100{  4s0,000000f  0.00% 0.00%
Kendaraan Dinas Jabatan  |dinas atau kendaraan
dinas jabatan (Unit)
Pengadaan Peralatan dan Mesin| Persentase pemenuhan Tidak Ada
Lainnya kebutuhan peralatan dan § 00 9 367,616,943 - 5 4 91352000 26,000,000 of 1mas2000  100.00%) 3282%) 900 1173520000  0.00% 000%
mesin lainnya (%)
Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase pemenuhan
Urusan Pemerintahan Daerah |jasa penunjang urusan g 0.00) 100| 25,433,023 430 25 2,500,000 25 25( 8400471,021 100]  25,219,631,800] 100.00% 99.16% 100.00)  25,219,631,800] 0.00% 0.00%
daerah (%)
Penyediazn Jasa Surat Persentase kelersediaan i 0.00) 1 20,000,000 3 2,500,000 3 3| 7500000 3| 10,000,000 2f 20000000 100.00% 100.00% 12000 20000000  0.00% 0.00% Tidak Ada
| Menvurat iasa surat menyurat (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, | Jumiah rekening lsirk Tidak Ada
Sumber Daya Air dan Listrik kantor yang dibayar per g 0.00) 12] 356,434,190) 3| 3| 3| 251,180,185 3 86,198,221 12| 337,378,406 100.00% 94.65% 12.00) 337,378,408 0.00% 0.00%
bulan (Rekening)
Penyediaan Jasa Pelayanan | Persentase ketersediaan Tidak Ada
Umum Kantor asa pelayanan umum 1 00 12 25,056,569.240 3 3 3 3| 8304272800 12| 24862253304 100.00% 90.22%) 1200 24862253394 0.00% 000%
kantor (%)
Pemeliharaan Barang Milik | Persentase Barang Mk
Daerah Penunjang Urusan | Daerah penunjang urusan
Daerah yang g 0.00] 100| 288,806,195) 25 16,945,000 25 25 148,621,127 25 71,988,117 100| 237,554,244 100.00% 82.25% 100.00] 237,554,244 0.00% 0.00%
{erpelinara dengan baik
(%h)
Penyedaan Jasa Pemelharaan [ " Tidak Ada
Biaya Pemelinaraan, dan Pajak || 751 > (6775
Kendaraan Perorangan Dinas per ¢ u g 0.00) E 140,000,000] 1 2 2 70,390,127 67,339,117 5| 137,729,244] 100.00% 98.38% 5.00) 137,729,244 0.00% 0.00%
abatan yang dipelinara
atau Kendaraan Dinas Jabatan %)
Penyediaan Jasa Pemelinaraan, Tidak Ada
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan |Persentase kendaraan
Perizinan Kendaraan Dinas dinas operasional yang | 0.00) 5| 59,866,595 1 2 2 59,885,000 - 5| 59,885,000 100.00% 100.03% 5.00) 59,885,000} 0.00% 0.00%
Operasional atauLapangan  dipelihara (%)
Pemeliaraan Peralatan dan | Persentase pelaksanaan Tidak Ada
Mesin Lainnya x;za;tzzk”e“““" keria ] 000 1 15,660,000} - 5,000,000 - 1| 10,660,000 - 1 15,660,000) 100.00% 100.00% 100) 15,660,000(  0.00% 0.00%
)
Pemelharaan/Rehabiltasi Tidak Ada
Gedung Kantor dan Bangunan - 48,999,600 - - E 0.00% 0.00%
Lainnva
Pemeliaraan/Rehabifasi | Persentase Tidak Ada
Sarana dan Prasarana Gedung |pemelinaraanirehabilitasi
Kantor atau Bangunan Lainnya |sarana dan prasarana
gedung kantor atau g 0.00] 1 24,280,000 - 11,945,000 - 1 7,686,000 4,649,000 1 24,280,000 100.00% 100.00% 1.00] 24,280,000} 0.00% 0.00%
bangunan lainnya yang
terlaksana pada tahun
berialan (%)
Renbatat=nisiayanan BLUD :;’:::;:?Bﬁ“n"g;a;a" j 0.00 100 27,300,560,000] 25| 4,238495,187 2 5 8631,325.314 78| 26,621,625,685| 75.00% 9751% 7500] 26621625685  0.00% 0.00%
Pelayanan dan Penunjang | Jumiah Puskesmas yang Tidak Ada
Pelayanan BLUD menerapkan PPK BLUD - 00 20 27300560000 20| 4238495187 2 20| 8631325314 2| 26621625085  100.00%) 97.51%) 2000 26621625685  0.00% 000%
(Puskesmas)
Penataan Organisasi d 155,289,837 64,173,950 85,237,221 149411171 96.21% 149,411,171 0.00%
Pengelolaan Kelembagaan dan | Jumiah dokumen laporan Tidak Ada
Analisis Jabatan revitalisasi struktur g 0.00] 1 39,800,000 - 1 11,857,000 22,470,000 1 34,327,000 100.00% 86.25% 1.00] 34,327,000 0.00% 0.00%
organisasi (Dokumen)
e Kt dan umiah dokumen roadmap Tidak Ada
reformasi birokrasi yang g 0.00] 1 94,013,810} - 1 30,848,050 62,767,221 1 93,615,271 100.00% 99.58% 1.00] 93,615,271 0.00% 0.00%
{ersusun (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah dokumen Laporan Tidak Ada
Laporen Kinera Pemeritah [yl COXUTen LapOTn
Daerah ¥ , 000 2 21,476,027 2 - | 2148000 - o 21468900  100.00%) 90.97%) 2000 21468900  0.00% 000%
yang tersusun tepat waktu
(Dokumen)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 86.75% 83.01%
Predikat Kinerja| Tingol Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESERATAN
PROGRAM PEMENUHAN DINAS KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN f:’:i’;‘::x‘:‘a"
Sasaran Prioitas Daeran 1 | PERORANGAN DAN UPAYA [ -2 100,00 - 87.00 10| 53518849516 60,136,600 8970803625 36,061,491,373 o 451014305 000% 84.27%) 100.00[  45,101,430,59%] 000%
Pelayanan Minimal (SPM)
KESEHATAN MASYARAKAT
Bidang Kesehatan (persen)
Penyediaan Fasilitas .
Pelyanon Kesshaton unuk |1 fsias playanan
UKM dan UKP Kewenangan kesehatan yang memenuhi
Ketersediaan sarana - 00 80| 10847,155.941 2 - 2 20| 4502476798 20| 5870842567 8o 10373319365  100.00%) 95.63%) 8000 10373319365 0.00% 000%
Dacrah Kabupaten/Kota
prasarana sesuai standar
(Faskes)
Pembangunan Fasiitas Jumlah fasiitas kesehatan Tidak Ada
Kesehatan Lainnya lainnya yang dibangun g 0.00] 2] 505,900,000) - 1 1 11,757,000 376,730,000 2| 388,487,000| 100.00% 76.79% 2.00} 388,487,000 0.00% 0.00%

(Unit)




Rehabiltas! dan Pemeliaraan_|Jumlah bangunan fasilias Tidak Ada
Fasiltas Kesehatan Lainnya | kesehatan lainnya yang o | 50000000 . . . . . ; i 00 000% e T o
diehabiltasi dan
dipelinara:(Unit
Pengadaan Aal KesehatanAlat| | o Tidak Ada
Penurjang Medik Fasiitas
Pelayanan Kesehatan penunjang medc fasiitas 0.00) 4 3,887,272,200 - 1 2| 361,200,000 1| 3475513767 4 3836713767 100.00% 98.70%| 400 3836713767)  0.00% 0.00%
pelayanan kesehatan yang
diadakan (Uni)
Pengadaan Obal, Vaksin Persentase pengadaan Tidak Ada
obat dan/atau vaksin yang 000 | as15890) - . - | 2207768820 1| 1950157700 1| 4,247.926,50) 100.00% 9.46% 100 4247926520  0.00% 000%
terlaksana (%)
Pengadaan Bahan Habis Pakal | Persentase pengadaan Tidak Ada
bahan habis pakai yang 000 | 1e02183207 - - 171380524 1 - 1| 1713800524 100.00% 90.10%) 100 1713809524  0.00% 0.00%
terlaksanal(%)
Pemelinaraan Run dan Berkala i
Alat Kesehatan/Alt Penunjang |/U™2h 2t kesehatan/alat Tidak Ada
Medik Fasiitas Pelayanan penunjang med fasiitas 0.00 1 187,271,554 - 1 S| 117.ea1ase 68,441,100 1| 186382554 100.00% 9953% 100 186,382,554  0.00% 0.00%
esthan pelayanan kesehatan yang
dipelinara (Unif)
Penyediaan Layanan Veningkalnya Layanan
Kesehatan untuk UKM dan | Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah | UKP Rujukan Tingkat 000 100{ 42198125234 25| a7667.300 2 25| 4201150711 25 30,029,395,525 100 34268213536 100.00% 81.21% 10000 34268213536 0.00% 000%
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
(Persen)
Pengelolaan Pelayanan i
o [ Pskeros g Tidak Ada
000 100[ 1451026400 2 % 25| 423906624 25| 946132338 100] 1370058962 100.00% 9.42% 10000 1370058962  0.00% 000%
kesehatan ibu hamil sesuail
standar (Puskesmas)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan lbu Bersalin melakukan pelayanan
Kesehatan ibu bersalin 000 100) 20,000,000 - 100 - - 17,390,000 100 17,390,000 100.00% 86.95% 10000 17.390000[  000% 000%
Sesua standar
(Puskesmas)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan Bayi Baru Lahir | melakukan pelayanan
Kesehatan bayi baru lahir 000 100) 20,000,000 - 100 - - 16,675,000 100 15675000 100.00% 78.38% 10000 15675000[  000% 000%
sesuai standa (Puskesmas
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehetan Balita melakukan pelayanan 0.00 100) 153,239,000 2 2 25| 34200000 25| 81,544,000 100 115,744,000 100.00% 75.53% 10000[ 115744000  0.00% 0.00%
kesehatan balta sesuai
standar (Balita)
Pengelolaan Pelayanan Jumiah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan pada Usia melakukan pelayanan
Pendidikan Dasar kesehatan pada usia 000 100) 441,190,000 2 2 25| 98100000 25| 306,980,000 100] 405,080,000 100.00% 91.62% 10000 405.080000[  0.00% 000%
pendidikan dasar sesuai
standar (Puskesmas)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Fasiltas Tidak Ada
Kesehatan pada Usia Produkti |Kesehatan yang
melaksanakan Pelayanan 000 100) 278,195,362 2 2 25| 92265000 25| 170304452 100 26265945 100.00% %.42% 10000 262659452  0.00% 000%
kesehatan pada usia
DroGUKIF (Faskes)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan pada Usia Lanjut | melakukan pelayanan
kesehatan usia anjut 000 100) 711,607,800 100 10,337,300 - | 1es218500 434,892,500 100] 690,445,300 100.00% 97.03% 10000 690445300  0.00% 000%
Sesua standar
(Puskesmas )
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan Penderita Hipertensi | melakukan pelayanan 0.00 100) 19,996,690) . 100 5,190,000 12,335,980 100) 17,525,980) 100.00% 87.64% 100.00) 17525980 0.00% 0.00%
kesehatan penderita
hipertensi (Puskesmas)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan Penderita Diabetes ~|melakukan pelayanan
Meiius kesehatan penderita 000 100) 645,979,489) - 2 75| 3307875 501,691,998 100 538039873 100.00% 83.29% 10000 538030873 000% 000%
Diabetes Miltus (OM)
(Puskesmas)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan Orang dengan | melakukan pelayanan
Jiwa Berat keseh 000 100) 233,191,939 2 2 s0| 82660000 145,781,936 100 228441938 100.00% 97.96% 10000 22844193  000% 000%
(Gangguan Jiwa Berat
(Puskesmas)
v g e[ i Tidak Ada
sy Tuberculosis yang diayani 000 100) 351,834,204 2 2 25| 105,100,000 25| 233604204 100 338704204 100.00% %.27% 10000 338704204 000% 0.00%
sesuai standar (Orang)
Pengelolaan Pelayanan Jumlah orang yang berisikol Tidak Ada
Kesehatan Orang dengan Risko terinfeksi virus yang
Terinfeksi HIV melemaikan daya tahan
tubuh manusia (HIV) yang 000 100) 605,426,157 2 2 340,958,000 177,939,152 s0|  518897.152] 50.00% 871% 5000 518897152  0.00% 0.00%
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
(Orang)
Pengelolaan Pelayanan Persentase Penanganan Tidak Ada
Kesehatan bagi Penduduk pada | Masalah Kesehatan Dalam
Kondisi Kejadian Luar Biasa | Kondisi 0.00 1 439,007,332f - 7,750,000 - 1| 237.469,320 137,393,003 1 382,612,413 100.00% 87.14%] 1.00) 382612413 0.00% 0.00%
(KL8) BencanalBerpotensi
Bencana dan Kejadian
Luar Biasa (KLB (persen)
Pengelolaan Pelayanan i
Keszialan bagi Pyermuauk Laporan Kegiatan Tidak Ada
Terdampak Krisis Keschatan || cn9¢/0laan Pelayanan
Aot Bencan danvaa Kesehatan bag Penduduk
Soroatons Bonon Terdampak Krisis 000 1 21,700,000 - - 1 - 6,000,000 1 6,000,000 100.00% 2765% 1.00 6000000 0.00% 000%
ool
Kesehatan Akibat Bencanal
dan/atau Berpotensi
Bencana (Laporan)
Pengelolaan Pelayanan q
Ko G et [ Pess Tiak Adz
Peeyaen G 000 100| 8769647600 2 2 25| 413089674 25| 3844575926 100|  4,257,665,600 100.00% 48.55% 10000 4257665600  0.00% 000%
Masyarakat (Puskesmas )
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan Kera dan Olafraga. | melakukan pelayanan 0.00 1 196,562,725 - 1 -] 42900000 100,903,325 1| 143,803,328] 100.00% 73.15% 100| 143803325  0.00% 0.00%
kesehatan kerja dan
olahraga (Puskesmas )
Pengelolaan Pelayanan Jumlah kelurahan Stop Tidak Ada
Kesehatan Lingkungan Buang Air Besar
Sembarangan (SBS) yang 000 1| 148304809 - 1 650,469,000 752,767,000 1| 1412236000 100.00% 95.23%) 100 1412236000  0.00% 0.00%

diverifikas (Kelurahan)
(Kelurahan)




Pelayanan Puskesmas Tidak Ada
Kesehatan yang melaksanakan 0.00 1 1,160,403,400) . 1 426,676,250 618,352,150 1| 1,045,028400) 100.00% 90.06% 100 1045028400  0.00% 0.00%
Pelayanan Promosi
Kesehatan (persen)
Pengelolaan Pelayanan Jumiah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan Tracisional, mengembangkan
Akupurlur, Asuhan Mandir dan. | pelayarian kesehatan 000 1 14,710,000 - . 1| 8250000 6,160,000 1 14,410,000 100.00% 97.96% 1.00 14410000 0.00% 000%
Tradisional Lainnya tradisional dan asuhan
mandiri (Puskesmas)
(Puskesmas)
Pengelolaan Survelans Jumiah Puskesmas yang Tidak Ada
esehatan meleksanakan Surelans 0.0 1 365,589,000 - 2,060,000 - 1| 3ast5.000 165,838,500 | ors13s00[  100.00%) 52.38%) 100 191513500  000% 000%
Kkesehaan (Puskesmas)
(Puskesmas)
EZ:S:’::’J:Z‘ZZ";”APZA Jumlah Puskesmas yang Tidak Ada
memberikan pelayanan
kesehatan jiwa dan 0.00} 100} 145,400,000] 25| 25| 25 33,800,000 25 95,900,000 100} 129,700,000} 100.00% 89.20% 100.00) 129,700,000 0.00% 0.00%
NAPZA sesuai standar
( )
Pengelolaan Upaya Kesehatan | Persentase Jemaan Haji Tidak Ada
Khusus vang Mendapatkan 0.00 1 249,997 579) . 1 100,483,982 138,836,220 1| 230320209 100.00% 95.73% 100 239320202f  0.00% 0.00%
Pembinaan Istitha'ah
Kesehatan Haii (persen)
Pengelolaan Upaya i
lapangan yang bertugas 0.00) 1 19,680,000) - 1 9,920,000 4,120,000 1 14,040,000} 100.00% 71.34% 1.00] 14,040,000 0.00% 0.00%
Kesehatan dan Pasca Krisis
(Tim) (Tim)
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit | Jumiah Puskesmas yang Tidak Ada
Menular dan Tidak Menular | melakukan pelayanan
{erintegrasi penyakit 00 1| 4400414600 - 610,000 1 - - 3802,327,019 1| seosasrors|  100.00%) 86.55%) 00| 3g08437019)  000% 000%
menular (Puskesmas)
(Puskesmas)
Pengelolaan Jaminan Jumlah peserta integrasi Tidak Ada
Kesehatan Masyarakat program BPJS bagi
Masyarakat Kota 00 1| 1463387700 - 11,410,000 - 1 - 14,559,331,500 1| 14570741500 100.00%) 90.54%) 100 14570741500 000% 000%
Palembang (Orang)
(Orang)
Pengambilan dan Pengriman | *Jumiah Spesimen Tidak Ada
Spesimen Penyakit Potensial | Penyakit Potensial
KL ke Laboralorium Kejadian Luar Biasa (KLB) 000 1 16,150,000 - - 1 150,000 800,000 1 950,000 100.00% 5.88%) 1.00 950000 0.00% 000%
Rujukan/Nasional ke Laboratorium
Rujukan/Nasional yang
(Pakel)
SS:;Z::"BZ' Pelayenan Jumiah Puskesmas Yang Tidak Ada
tersedia biaya operasional 0.00) 20| 4,6086,084,000] 5| 5 5| 569,562,486 5| 2,372,978,502 20| 2,942,540,988) 100.00% 63.88% 20.00] 2,942,540,988 0.00% 0.00%
Bl e— 2
luus survei reakrediasi 00 2 225,948,220 5 5 5| 162502000 5| 43450720 2| 195952730 10000% 86.72%) 2000f 195952730  0.00% 000%
( )
Tnvestigasi Awal Kejadian Tidak i
Diharapkan (Kejadian Ikutan fﬂ"a",'“‘:: :‘;’;:::‘;’: yang Tidak Ada
Pasca Imunisasi dan Pemberian 0.00} 1 74,200,000 - 1 2,000,000 43,800,000 1 45,800,000 100.00% 61.73% 1.00 45,800,000 0.00% 0.00%
Ot Massal) investigasi awal KIPI
Pengelolaan playanan “Junah orang dengan Tidak Ada
kesehatan orang dengan uberkuosis yang 000 100| 254,800,000 2% 2% o] 55200000 188,500,000 50| 243,700,000 50.00%) 95.64% 5000  243700000]  0.00% 0.00%
Tuberkulosis mendapatkan pelayanan
sesuai standar (Orana)
i (e Tk A
mendapatkan pelayanan 00 100) 184,600,000 2% 2% 25| 42100000 25| 63000000 toof 105100000 100.00%) 56.93%) 10000[ 105100000  0.00% 000%
kesehatan malaria (Orang)
Penyelonggaraan Sistem | Persentase Penerapan
nformasi Kesehatan secara | Sistom Informasi 000 9| 423,553,545 15| 2203930 % 25| 235,658,560 25| 161253281 oo  418951,141 100.00% 9%.91% 9000 418951141  0.00% 0.00%
Terintegrasi Kesehatan Terinegrasi
(persen)
Pengelolaan Sistem Informasi | Jumiah sistem informasi Tidak Ada
esehatan Kesehatan yang dikelola 000 4 423,553,545 1 22,039,300 1 1| 235658560 1| 161253281 4 418951141 100.00% %1% 400 4851141 000% 0.00%
(sistemaplikasi)
Penerbitan Izin Rumah Sakit_| Persentase izin umah
Kelas C, D dan Fasiliss [sakitkelas C, D dan
e o LD S| o ] 0.00) 9| 50,014,799 15| 9,429,000 2 2| 31517556 % - 00|  40946556) 100.00% 81.67%) 9000 4094655 000% 0.00%
Daerah Kabupaten/Kota kesehatan tingkat daerah
kabupaten/kota yang
dierbikan (%)
Pengendalian dan Pengaasan [, oo Tidak Ada
serta Tindak Lanjut
Kelas C, D dan Fasilitas
Pengaasan Perzinan Rumah (o278 LT
Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 0.00) 1 50,014,796 1 9,429,000 - 31,517,556 - 1 40,946,556 100.00% 81.87% 1.00] 40,946,556 0.00% 0.00%
Pelayanan Keschatan Lainnya_|/2"9 Diendalikan,
Diawasi dan Diindaklanjut
Perizinannya (Unit)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99.20%) 84.27%)
Predikat Kinerja] Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Peningkatan DINAS KESEHATAN
Sasaran Prioritas Daerah 1 KAPASITAS SUMBER DAYA  |Kapasitas Sumber Daya 85.00] 87.59 85 1,760,418 808 317,230,492 951,016,163 | 1,268,246,655| 0.00%] 72.04% 80.00] 1,268,246,655 0.00%
MANUSIA KESEHATAN | Manusia Kesehatan
Pemberian Izin Praktik Persentase izin praktik
Tenaga Kesehatan di Wilayah |yang diberikan kepada
Kabupaten/Kota {enaga kesehatan di 00 7 39,997,603} - - 2 25| 21779004 25| 17636000 70 se4ts004  10000% 98.54%) 7000f  ae415004  0.00% 000%
wilayah Kabupaten Rokan
Hilr (%)
Pengendalian Perizinan Praktk_|*Jumiah Dokumen Hasil Tidak Ada
Tenaga Kesehatan Pengendalan Perizinan 0.0 1 19,998,881 - 1 14,738,881 5,239,000 1 19,977,881 100.00% 99.89% 100) 19977881 0.00% 0.00%
Praktik Tenaga Kesehatan
(Dokumen)
Pembinaan dan Pengawasan | "Jumiah Dokumen Hasi Tidak Ada
Tenaga Kesehatan serta Tindak | Pembinaan dan
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga |Pengawasan Tenaga
Kesehatan Kesehatan serta Tindak 0.00) 1 19,998,722 - 1 7,040,123 12,397,000 1 19,437,123} 100.00% 97.19% 1.00] 19,437,123 0.00% 0.00%

Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan

(Dokumen)




Perencanaan Kebutuhan dan | Persentase fenaga
Pendayagunaan Sumberdaya |kesehatan yang
Manusia Kesehatan untuk |tregistasi d Sistem o
i |ty 000 1 19998343 - - | 16833800 1| 311000 | 10043804  100.00% 973% 100 19943804  000% 000%
Kabupaten/Kota Manusia Kesehatan
(SISDMK) (%)
Pembinaan dan Pengawasan | Jumlah sumber daya Tidak Ada
Sumber Daya Manusia manusia kesehatan yang
Kesehatan diakukan pembinzan dan
pengawasan ( kalegor 0.0 1 19,998,343 - - 1| tegs3e04 3,110,000 1| tos4eoal  10000% 90.73%) 100 10943804 000% 000%
tenage kesefetan)
(Kategori Tenaga
Kesehatan)
Pengembangan Mutu dan
Penﬁmkmng Kompetensi [ /umieh sumber daya
Teknis Sumber Daya Manusia | 21112 kesehalan yang -
esohatan Tinghot Daeral | e pengemangan 0.0 7l 1700422862 - % 2| 278617684 27| 930210163 7| 1208887847 10000% 71.09%) 00| 1208887847 0.00% 000%
s mutu dan peningkatan
Kompetensiteknis (%)
Pengembangan Mutu dan Jumiah Laporan Sumber Tidak Ada
Peninghatan Kompetensi Tekris [ ® LS00 F0E
Sumber Daya Manusia 0.0 | 1700422862 - - 1| rsetress 930,270,163 1| 2seeear|  10000% 71.09%) 100 1208867847  000% 000%
Kesehatan Tingkat Daerah | S0MK) yang Ditingkatian
Kompetensinya (Laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 72.04%)
Predikat Kinerja| _Sangat Tingg| Sedang
PROGRAM SEDIAAN Persentase sarana DINAS KESEHATAN
FARMASI, ALAT KESEHATAN |kefarmasian,, alat
Sasaran Prioias Dacran 1 |DAN MAKANAN MINUMAN [ kesehatan, dan makanan- 55,00 8.3 4 547,328,255 142,830,000 278,629,185, | 4214518 000% 77.00%) 4000 421,459,185 000%
minuman yang memenhi
standar (%)
Pemberian Izin Apotek, Toko_ | Persentase apolek, (k0
Oba, Toko Alat Kesehatan |obat, toko alat kesehetan,
dan Optikal, Usaha Mikro |optial,dan usaha mikio 000 55 3,508,000 - 2 2 - 15| 79,733,000 s5| 797330000 10000% 95.48%) sso0f 79733000 0.00% 000%
Obat Tradisional (UMOT) obat tracisional yang
el izin (%)
Pengendalian dan Pengawasan |Jumlah sarana (Apotek, Tidak Ada
serta Tindak Lanjot Toko Obat, Toko Alat
Pengawasan Perizinan Apotek, |Kesehatan dan Optil,
Toko Obat, Toko Alat usaha mikro obat 0.0 1 83,508,000 - 1 - - 79733000 1| 7or3so00  10000% 95.48%) 100 79733000  000% 000%
Kesehatan, dan Optikel, Usaha | radisional) i Kota
Mikro Obat Tradisional (UMOT) |Palembang (sarana)
(Sarana)
Penerbitan Sertfikat Produksi]
Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor PART | Persentase Industi Rumah|
sebaga zin Produksi, untuk | Tangga Pangan (IRTP) 000 55| 187,800,000) - 2 20[ 142830000 15| 24930000 ss|  t67.760000(  100.00%) 80.33% 5500 167,760,000  0.00% 0.00%
Produk Makanan Minuman  |Berizin yang Diakukan
Tertentu yang dapat Pengawasan (persen)
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Tidak Ada
serta Tindak Lanjut
Pengawasan Serifkat Produksi | Jumlah IRTP Pre Market
Pangan Industri Rumah Tangga |yang diakukan
dan Nomor PIRT sebagailzin | pengawasan dan 0.00) 1 187,800,000) - 1 142,830,000 24,930,000 1 167.760,000 100.00% 89.33%) 100 167760000  0.00% 0.00%
Produks, untuk Produk pengendalian tentang
Makanan Minuman Terentu [ kesehatan makanan
yang dapet Diproduksi oeh | (IRTP) (RTP)
Industi Rumah Tangga
Penerbitan Sertfikat Laik | Persentase stk lak
Higiene Sanitesi Tempat | higenis sanitsi tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) |pengellaan makanan
antara lain Jasa Boga, Rumah | (TPM) antara ain jasa 000 55 99,962,455 . 2 2 . 15| 11304385 s 1343 10000% 11.34% 500 1334385 0.00% 000%
Makan/Restoran dan Depot | boga, rumah ha o o o :
Air Minum (DAM) makanirestoran dan depot
ait minum (DAM) yang
diterbitkan (%)
Pengendalian dan Pengawasan |*Jumlah Dokumen Hasil Tidak Ada
serta Tindak Lanjut Pengendalian dan
Pengawasan Penerbitan Pengawasan serta Tindak
Sertfikat Laik Higiene Saritasi |Laiut Pengawasan
Tempat Pengelolaan Makanan |Penerbian Serikat Laik
(TPM) antara ain Jasa Boga, | igiene Sanitasi Tempat 00 1 99962455 - 1 - 11,334,385 | tasesss|  10000% 134% 100 11334385  000% 000%
Rumah Makan/Restoran dan | Pengelolaan Makanan
Depot Al Minum (DAV) (TPM) antara an Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran dan
Depot Ar Minum (DAM)
(Dokumen)
Pemeriksaan dan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan | Persentase post market
pestMavket pods ook | podhs U REES 0.00 55 176,057,800 - 2 2 - 15| 162,631,800 55| 162,631,800) 100.00% 9237% 5500 162631800]  0.00% 0.00%
dan Produk Makanan yang dilakukan
Minuman Industri Rumah | pengawasan (persen)
Tangga
Pemeriksaan Post Market pada | Jumlah Laporan Tidak Ada
Produk MakananMiuman | Pemeriksaan Post Market
Industi Rumah Tangga yang | pada Produk Makanan-
Beredar dan Pengawasan serta |Minuman Indust Rumah " o o
Tiok Lot e |Tanagn yong Beror dan 0.0 1 176,057,800 - - 1 - 162,631,800 1| te2e3teo0|  100.00% 92:37%) 00| 162631800  000% 000%
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
(Laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 77.00%
Predikat Kinerja| ~ Sangat Tinggi Tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN |Persentase rumah tangga DINAS KESEHATAN
SosaranPrrtas Daerah 1 |Neotmpang D e o 800 %599 70 1159072000 213,198,500 733629410 1 weg2r9n) 000% 81.69%) 6000 946,827,910) 000%
(PHBS) (%)
Advokasi, Pemberdayaan, | Jumizh kebiakan pubik
Kemitraan, Peningkatan |yang berwawasan
Peran serta Masyarakat dan | kesehatan yang dbuat 000 4 31,400,000 10 10 10 o 10| 10285910 4w 10285010 100.00% a276% w000 10285010  0.00% 000%

Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

oleh Dinas Kesehatan
maupun pemeintah
dereh (Kebizkan)




Peningkatan Upaya Promosi | Jumiah Puskesmas yang Tidak Ada
Kesehatan, Advokasi, mampu melakukan upaya
Kemitraan dan Pemberdayaan | Promosi Kesehatan,
Mesyarakat Advokasi, Kenitraan dan 0.0 1 31,400,000 - - 1 - 10285910 1| to2se10l  10000% 32.76%) 100 10285910  000% 000%
Pemberdayaan
Masyarakat (Puskesmas)
(Puskesmas)
Pelzksanaan Sehat dalam
rangka Promoti Preventf | Persentase kelurahan 000 3| 20,000,000 - - - 15 - 20| 19215000 s tezt5000f  100.00%) 96.08% 3500 192150000  0.00% 000%
Tingkat Daerah siaga (%)
Penyelenggaraan Promosi | Jumiah media yang Tidak Ada
Kesehatan dan Gerakan Hidup digunakan untuk
Bersih dan Sehat pelaksanaan promosi 0.00) 1 20,000,000 1 - 19,215,000 1 19,215,000f 100.00% 96.08% 1.00] 19,215,000 0.00% 0.00%
Kesehatan (media saluran)
(Media Saluran)
Pengembangan dan Tercapainya Bimtek dan
Pelaksanaan Upaya e ey
Kesehatan Bersumber Daya 0.00) 35| 1,107,672,000} - - 15| 213,198,500 20 704,128,500 35) 917,327,000| 100.00% 82.82% 35.00] 917,327,000 0.00% 0.00%
Mouyarakat (UKBM) Tngeat |21 Pelaksanaan UKB
Dacrah (persen)
Bimbingan Teknis dan Supervisi Tidak Ada
Pengembangan dan Jumizh UKBM (Posyandu
Pelaksanaan Upaya Kesehatan |aktif) yang dibina 0.00) 1 1,107,672,000f - - 1] 213,198,500 704,128,500 1 917,327,000| 100.00% 82.82% 1.00] 917,327,000 0.00% 0.00%
Bersumber Daya Masyarakat | (Posyandu) (Posyandu)
(UKBM)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 81.69%)
Predikat Kinerja| Sangat Tinggi Tinggi
231,349,088,895 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 89.83%) 83.20%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Tinggi Tinggi

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya®)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):

INTERVAL NILAI

KRITERIA PENILAIAN

No REALISASI KINERJA REALISASI KINERJA
1 91% < 100% Sangat tinggi

2 76% < 90% Tinggi

3 66% < 75% Sedang

4 51% < 65% Rendah

5 < 50% Sangat Rendah




